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RINGKASAN
EKSISTENSI HAK CIPTA PADA KARYA BATIK DI PEKALONGAN

Batik telah menjadi aset ekonomi yang amat potensial dan mempunyai
prospek yang cerah. Produk batik Pekalongan telah menjangkau pemasaran ke
berbagai negara, seperti Malaysia, Thailand. Jepang. Kanada dan Australia. Dari
produk yang dihasilkan telah menyumbang devisa cukup besar sekalipun berubah
ubah dari tahun ke tahun. Karena luasnya pasaran batik Pekalongan maka sudah
sewajarnya apabila karya cipta/ciptaan batik Pekalongan mendapatkan
perlindungan hukum. Perlindungan terhadap Hak Cipta pada dasarnya dapat
dilakukan secara Preventif maupun secara Represif. Perlindungan Preventif
diarahkan kepada upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi perbuatan atau
pelanggaran terhadap Ciptaan yang terdaftar maupun ciptaan-ciptaan yang belum
terdaftar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sedangkan upaya
Represif dipergunakan apabila segala upaya-upaya preventif tidak dapat lagi
digunakan untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam bidang Hak Cipta.

Bentuk perlindungan secara preventif diberikan pada pencipta atau
pemegang hak cipta melalui pendaftaran hak cipta, pengalihan hak cipta.
penghapusan dan pembatalan hak cipta. Sedangkan upaya represif dilakukan oleh
pencipta atau pemegang hak cipta, upaya represif dilakukan dalam wujud
pemberian hak untuk menggugat, penetapan sementara dan pemberian sanksi
pidana.

Pemahaman para pengrajin dan pengusaha batik Pekalongan terhadap
pelaksanaan undang-undang hak cipta masih kurang hal ini bisa dilihat dari masih
sedikitnya jumlah karya cipta batik yang didaftarkan untuk mendapatkan hak cipta
disamping itu masih dijumpainya praktek-praktek peniruan atau pembajakan atas
suatu motif batik. Selain itu mereka juga tidak begitu merasa perlu untuk
mendaftarkan karya ciptanya, karena manfaat nyata tidak dapat dirasakan, karena
meskipun sudah didaftarkan tetap saja karya cipta mereka ada yang meniru tanpa
ada sanksi hukum yang tegas dan aparat penegak hukum. Bagi mereka yang
penting dapat memproduksi dan memasarkannya lancar, sehingga akan
memperoleh keuntungan dan usaha batik sudah cukup.

Dalam perkembangan ekonomi dan industni batik yang sudah demikian
modern, dapat dipastikan bahwa setiap perusahaan atau indusiri batik akan
memiliki corak/motif batik yang biasanya dijadikan nama perusahaan sebagai
identitas usahanya. Tidak ada suatu perusahaan yang tidak menggunakan
corak/motif sebagai identitas atas barang yang diproduksinya. Eksistensi Karya
Cipta Batik Pekalongan dalam Persaingan Pasar Global Eksistensi Batik
Pekalongan dalam Pasar Global cukup diakui, hal ini dapat dilihat dalam realisasi
eksport Kota Pekalongan tahun 2003, dimana komoditi Batik, baik itu berupa kain
panjang, arung atau jenis yang lainnya sangat besar pemasukannya bagi
pendapatan daerah. Hal ini membuktikan bahwa dalam pasar global batik
Pekalongan salah satu komiditi yang cukup diminati oleh konsumen.

Kata Kunci : Eksistensi, Hak Cipta, Karya Batik Pekalongan
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ABSTRACT
THE EXISTENCE OF COPYRIGHT ON BATIK WORKS IN
PEKALONGAN

Batik has been a potential economy asset and has a bright prospect.
Pekalongan batik has penetrated its market through some countries, e.g. Malaysia,
Thailand, Japan, Canada, and Australia. The products have contributed a big
amount of devizen though it changes every year. Due to a large scale of batik
Pekalongan market, it is deserved for batik Pekalongan to have legal protection.
The copyright protection, basically, can be conducted through both preventive and
repressive manners. Preventive protection aims at efforts to prevent both
registered and unregistered works from viclations and other such actions.
Meanwhile repressive efforts are used when all preventive efforts could not be
conducted anymore to settle all problems in copyrights matters.

Protection efforts through preventive actions are given to the creators or
copyright holders through: copyright registration, copyright transfer, copyright
deletion and cancellation. Whereas repressive efforts are conducted by the
creators or copyright holders by giving rights to accuse, temporary stipulation,
and giving criminal sanction.

Understanding of batik artisan and busmessman on copyright law execution
is still low which can be seen from the small amount of registered batik works.
Beside that, imitating or pirating practices on batik motif are still found. The batik
artisan and businessmen do not realize the importance of registering their works
since they do not get direct benefits. Even though they register their works, people
still imitate their works without getting strict sanctions from law upholders. The
most important things for the artisans are the ability of producing and the speed of
marketing. Gaining benefits from batik industry is enough for them.

In the modern batik and economy growth, it can be ensured that every batik
industry will have a certain motif, which will be put on as company identity.
There is no company which does not use their motif as their company identity.
The existence of Pekalongan batik in global market is acknowledged enough. It
can be seen on export data of Pekalongan batik at the year of 2003, when batik
commodity in forms of long cloths, sarong. and others contributed big income for
local government. It proves that in global market, Pekalongan batik is one of
commodities in which consumers interested.

Key Words: Existence, Copyright, Batik Works
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara Indonesia telah terjad: tiga kali kekuasaan pemerintahan,
yaitu kekuasaan pemerintahan pada zaman kolonial (Belanda dan Jepang) dan
kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia. Jika ditelusuri perlindungan
hukum dan arah hukum hak cipta yang dituju di Indonesia dapat ditemukan
beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sesual dengan
politik hukum penguasa saat ifu, yaitu bagaimana perlindungan hukum hak
cipta diatur sesuai dengan kehendaknya, dan ke arah mana hukum hak cipta
akan dikembangkan. Politik hukum diartikan sebagai pernyataan kehendak
penguasa negara mengenai hukum vyang berlaku dan wilayahnya, dan
mengenai arah kemana hukum hendak diperkembangkan. ’

Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan
terjadinya dinamika masyarakat, karena politik hukum diarahkan kepada iure
constituendo, hukum yang seharusnya berlaku.? Diharapkan hukum nasional,

 termasuk dalam hal ini adalah hukum tentang hak cipta, dapat menjangkau
setiap kegiatan dan setiap perbuatan hukum dengan kapasitasnya yang benar

dan handal, dalam pengertian dapat menjadi perangkat hukum yang memberi

! Teuku Muhammad Rodhie, SH “Prisma”, No. 6 tahun I, Desember 1973.
! Satjipto Rahardjo di dalam bukunya Dr. Moempoeni Martojo, S.H., “Politik Hukum
Dalam Sketsa”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal. 1.
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keadilan, kepastian hukum, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.”
Sedangkan ruang lingkup hukum berlaku sekarang, yang berlaku di waktu
yang lalu, maupun yang seharusnya berlaku di waktu yang akan datang, yang
mempunyai ruang gerak dalam batas negara, maupun tdak tertutup
kemungkinan politik hukum dari negara tersebut melewati batas-batas negara
yang bersangkutan dan menembus dunia internasional.

Politik hukum hak cipta pada zaman kolonial Belanda, dimulai dengan
diterapkannya asas konkordansi oleh Pemerintah Belanda terhadap tanah
jajahannya, Indonesia, yaitu pada awal bulan Juli 1830 sampai dengan tahun
diserahkannya kedaulatan Republik Indonesia atas Irian Barat pada tahun
1963.

Ketentuan-ketentuan  peraturan  perundang-undangan  Belanda
menegaskan bahwa pada asasnya hukum yang berlaku di daerah jajahan untuk
orang-orang Eropa — berdasarkan suatu asas yang disebut asas korkodansi -
adalah hukum yang berlaku di Negara Belanda.*

Perjalanan perlindungan hukum terhadap karya cipta di Indonesia
diawali dengan diberlakukannya Auteurswet 1912, Wet van 23 September

1912 melalui Staatsblad 1912 Nomor 600 oleh Pemerintiah Kolonial Belanda.

3 8ri Redjeki Hartono, 8.H. datam bukunya berjudul : “Kapita Selekta hukum Ekonom™,

Penerbit Mandar Maju Bandung, 2000, hal. 26.

* Soetandoyo Wigjosoebroto. “Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial

Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia’, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
Cetakan Kedua, 1995, hal. 42.
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Auteurswet 1912 itu sesuai dengan ketentuan Aturan Peralihan Pasal I
UUD 1945 ? berlaku di Indonesia sampai dengan tanggat 12 April 1982, yaitu
saat diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun
1982 Tentang Hak Cipta.

Pada dasarnya masalah perlindungan ciptaan sebagaimana diatur di
dalam Auteurswet 1912 adalah ada kesamaan dengan UUHC Indonesia,
terutama UUHC 1982 yaitu bahwa hak cipta adalah hak tunggal daripada
pencipta, atau hak daripada yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya
dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk
mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-
pembatasan yang ditentukan dalam undang-undang. Adapun yang dimaksud
sebagai pencipta menurut ketentuan Pasal 4 UUHC 1982 adalah : kecuali jika
dibuktikan lain, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang
dinyatakan demikian pada atau dalam ciptaan itu, atau jika pernyataan
semacam itu tidak ada, orang yang ketika ciptaan itu diumumkan dinyatakan
sebagai pencipta oleh yang mengumumkan.

Dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaksud
dalam Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Nomor IV/MPR/1978), serta untuk mendorong dan melindungi
penciptaan, penyebar luasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan
sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam

Wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

* Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945 menentukan bahwa “Segala Badan Negara dan
Peraturan vang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang bara menurut Undang-
undang Dasar ini”.
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Undang Dasar 1945, maka perlu disusun Undang-undang tentang Hak Cipta.
Berdasarkan pertimbangan itu maka pengaturan tentang Hak Cipta yang
semula berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 perlu
dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum
Nasional. Untuk keperluan itu maka diundangkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1982 tentang Hak Cipta.®

UUHC 1982 itu antara lain mengatur masalah fungsi dan sifat hak
cipta ; siapa saja yang dianggap sebagai pencipta ; siapa yang berhak sebagai
pemegang hak cipta benda budaya nasional ; ciptaan apa saja yang dilindungi
dan masa perlindungan hak cipta ; pembatasan hak cipta atau fair dealing,
arlinya publik boleh menggunakan hak cipta itu asal dipenuhi syarat-
syaratnya;, pendaftaran ciptaan ; dewan hak cipta ; hak dan wewenang
menuntut ; dan ketentuan pidana. Di dalam pasal 44 UUHC 1982 ditentukan
bahwa : (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar hak cipta, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah). (if) Barangsiapa menyiarkan, memamerkan atau
menjual kepada umum suatu ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima jutarrupiah); dan (iii) Barangsiapa
dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima

& Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, disahkan,
diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 12 April 1982 melalui Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 15 dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3217 (kemmudian tesis ini menyebuinya dengan Undanp-Indang Hak
Cipta Tahug 1982 atau UUHC 1982).
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ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran yang tidak dapat
dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang hak cipta.

Di dalam perjalanan pemberlakuan UUHC 1982 itu, pemberian
perlindungan hukum terhadap Hak Cipta pada dasamya dimaksudkan sebagai
upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan
berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
Namun, di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin
meningkat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ternyata
telah berkembang pula kegiatan pelanggaran Hak Cipta, terutama dalam
bentuk tindak pidana pembajakan.

Pelanggaran Hak Cipta tersebut telah mencapai tingkat yang
membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada
umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya. Oleh sebab itu untuk
mengatasi dan menghentikan pelanggaran Hak Cipta dipandang perlu untuk
mengubah dan menyempumakan beberapa ketentuan di dalam UUHC 1982
dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 teniang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran Hak Cipta dipandang
perlu untuk mengubah dan menyempumakan beberapa ketentuan dalam
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, vaitu : (i)
menambah ketentuan baru tentang : pemegang hak cipta dan program
komputer (Pasal 1) ; pembuatan salinan cadangan program komputer (Pasal 14

huruf g); kewenangan Hakim untuk mencegah kerugian lebih besar yang akan
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diderita bagi pemegang Hak Cipta dengan telah terjadinya pelanggaran hak
cipta Pasal 42 ayat (4) ; dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pasal 47); (11)
mengubah dan mengganti ketentuan : Pasal 5 tentang yang dianggap sebagai
pencipta ; Pasal 7 tentang perancang ; Pasal 10 tentang Negara sebagai
pemegang Hak Cipta atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah dan benda
budaya nasional lainnya; Pasal 11 tentang Ciptaan yang dilindungi ; Pasal 15
tentang compulisory licencing ciptaan buku; Pasal 16 tentang kewenangan
Pemerintah untuk melarang pengumuman cipfaan yang bertentangan
kebijakan Pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan
serta kepentingan umum ; Pasal 26 dan Pasal 27 tentang jangka waktu
perlindungan hukum karya cipta ; Pasal 36 ayat (1) tentang diperkenankannya
kepada para pihak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negen
Jakarta Pusat, jika ciptaan yang didaftarkan oleh seseorang sebagian atau
seluruhnya merupakan karya cipta; Pasal 36 ayat (1) (teniang
diperkenankannya kepada ‘para pihak untuk mengajukan gugatan kepada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jika ciptaan yang didaftarkan oleh seseorang
sebagian atau seluruhnya merupakan karya ciptanya; Pasal 42 ayat (3) tentang
kewenangan Negara untuk melakukan tuntutan pidana bagi pelaku tindak
pidana pelanggaran hak cipta ; Pasal 44 tentang ketentuan pidana yang semula
diancam pidana penjara kurungan dan / atau denda paling lama 3 tahun dan /
atau setinggi-tingginya 5 juta rupiazh menjadi 7 tahun dan / atau 100 juta
rupiah; Pasal 45 tentang kewenangan Negara untuk merampas ciptaan atau

barang hasil pelanggaran Hak Cipta guna dimusnahkan;, Pasal 46 tentang
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Penentuan tindak pidana Hak Cipta yang semua merupakan pelanggaran
menjadi kejahatan ; Pasal 47 tentang penyidik pegawai negeri sipil, dan Pasal
48 tentang perlindungan hukum karya cipta Warga Negara Indonesia maupun
orang atau badan hukum asing yang negaranya mempunyai perjanjian bilateral
dengan Pemerintah Republik Indonesia atan sama-sama sebagai
penandatangan perjanjian multilateral tentang Hak Cipta yang sama ; dan (jii)
menyisipkan ketentuan baru dalam bentuk : Pasal 10 A tentang Hak Negara
scbagai pemegang Hak Cipta atas ciptaan-ciptaan karya peninggalan pra
sejarah, sgjarah dan budaya nasional lainnya yang sama sekali tidak diketahui
siapa penciptanya, dan BAB VI A tentang PENYIDIKAN dengan ketentuan
baru dalam Pasal 47 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan Organisasi Perdagangan
Dunia (The World Trade Organization) sebagaimana telah diratifikasi dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu Indonesia juga meratifikasi
Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Work (Konvensi
Beme tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan
Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization
Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO),melalui Keputusan Presiden
Nomor 19 Tahun 1997 maka dipandang perlu untuk mengubah dan
menyempurnakan beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982
tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7
Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

Tentang Hak Cipta yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang
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Hak Cipta Undang-undang Tahun 1997 serta Undang-undang Hak Cipta
Tahun 2002.”

UUHC 2002 tersebut sebagai perwujudan keikutsertaan Indonesia
dalam meratifikasi World Trade Organization Agreement dengan memenuhi
ketentuan Pasal 1 ayat 1 Annex 1C (dgreement on Trade — Related Aspects of
Intellectuall Property Rights) dari WTQ yang menentukan, bahwa : anggota
akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini. Anggota dapat,
tetapi tidak wajib, memasukkan ke dalam hukum nasionalnya perlindungan
yang lebih tinggi daripada yang diatur dalam Perjanjian ini, sepanjang
perlindungan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
Perjanjian ini. Anggota bebas untuk menentukan cara yang sesuai untuk
memasukkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini ke dalam sistem dan
praktek hukum masing-masing.*

Dalam UUHC 2002, banyak sekali ketentuan baru yanag sebelumnya
tidak ada dalam UUHC yang lainnya, beberapa ketentuan baru antara lain :

1. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, Arbitrase, atau Altematif
penyelesaian sengketa.
2. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar

bagi pemegang hak

" Undang-Undang Republik Indonesia Momor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,
disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Jult 2002 serta mulai berlaku 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85
dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 85 dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4220.

& Part T (General Provisions And Basic Principles) Atticle 1 Paragraf 1 (Intellectual
Property Conventions) TRIPS Agrecment.
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3. Batas waktu proses perkara perdata dibidang hak cipta dan hak terkait batk
di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung.
4. Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait.
5. Ancaman pidana dan denda maksimal
6. Pencantuman hak informasi manajemen elektonik dan sarana kontrol
teknologt.
7. Data dase merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi.

Dalam Undang-undang Hak Cipta 2002 khususnya pasal 12 ayat 1
huruf I atau dalam UUHC 1997 diatur pada pasal 11 huruf k menyebutkan
bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu
pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup antara lain Seni Batik*

Pekalongan vang merupakan salah satu kota di Jalur Pantura Jawa
Tengah dengan luas 45,25 km persegi yang terbagi dalam empat kecamatan
dengan 24 kelurahan dan 22 desa adalah salah satu kota dengan Sesanti “Kota
Batik” yang dalam penjabarannya berarti Bersih, Aman, Tertib, Indah dan
Komunikatif, merupakan satu-satunya kota yang berani mencanangkan sesanti
kota Batik, oleh sebab memiliki latar belakang masyarakatnya yang
berkecimpung dalam usaha kerajinan dan perdagangan seni batik.

Berkaitan dengan semakin dikenalnya battk ke berbagali negara
terutama pada era perdagangan bebas, satu sisi akan membuka peluang bagi
pengusaha batik Indonesia khususnya Kota Pekalongan untuk memasarkan

produk-produknya ke manca negara sehingga akan dapat menghasilkan devisa

% Jurnal Hukumn Bisnis, Volume 2, Tahun 1997, hal. 105.
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bagi negara. Namun pada sisi lain keberadaan batik Indonesia masih
diragukan karena belum sepenuhnya terlindungi oleh Undang-undang Hak

Cipta.

. Permasalahan

Dengan memperhatikan latar belakang yang demikian itu maka tesis
ini meneliti perihal eksistensi hak cipta pada karya batik di Pekalongan dengan
rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum undang-undang hak cipta
terhadap karya batik Pekalongan.

2. Bagaimanakah pemahaman pengusaha atau pengrajin batik Pekalongan
terhadap pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta.

3. Bagaimana eksistensi karya batik Pekalongan dalam persaingan pasar

global.

. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khasanah ilmu
pengetahuan hukum di bidang HakKekayaan Intelektual (HKI) inklusif Hak
Cipta. Disamping itu secara khusus sesuai dengan rumusan permasalahan
tujuan pemelitian ini adalah:
1. unfuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum hak cipta terhadap

karya batik Pekalongan
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Untuk mengetahui bagaimana pemahaman pengusaha atau pengrajin batik
Pekalongan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta.
Untuk mengetahui bagaimana eksistensi karya batik Pekalongan dalam

persaingan pasar global.

D. Kontribusi Penelitian

Apabila tujivan penelitian tercapai, diharapkan penelitian ini akan

membawa manfaat atau koniribusi:

1.

Secara teoritis akademik, hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat
menjadi bahan diskusi atau memberi data kepada peneliti lainnya.

Secara praktis substansial hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat
menjadi  bahan pemikiran bagi pemerintah Cq Pemerintah Kota
Pekalongan dan para pelaku pengusaha batik di Pekalongan dalam rangka
pemahaman akan arti pentingnya undang-undang hak cipta bagi tumbuh
dan berkembangnya industri batik di Pekalongan khususnya dan daerah-
daerah sentra batik pada umumnya apalagi dengan diberlakukannya pasar

bebas.

E. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian dalam rangka menyusun desertasi atau tesis harus

disertai dengan pemikiran kerangka teoritis."" Hal itu disebabkan adanya

hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan

10 Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, P.Hc. Dalam “Diskusi Proposal Penelitian™. Badan

Pembinaan Hukumn Nasionat, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 26 Juli

2002.
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data, konstruksi daté, pengolahan data, dan analisis data. Adapun syarat yang
harus dipenuhi oleh sebuah teori adalah ' : (i) logis dan konsisten, yaitu dapat
diterima oleh akal sehat dan tidak adanya hal-hal yang saling bertentangan
dalam kerangka pemikiran itu ; (ii) teori terdiri dari pemyataan-pernyataan
yang mempunyai inter-relasi yang serasi mengenai gejala tertentu; (iii)
pernyataan-pernyataan di dalam sebuah teori mencakup semua unsur-unsur
dari gejala yang termasuk ruang lingkupnya; (iv) tidak boleh terjadi duplikasi
dalam pemyataan-pernyataan itu; dan (v) teori harus dapat diuji kebenarannya
secara empiris.

Disamping itu, teori merupakan hubungan antara dua variabel atau
lebih yang telah diuji kebenarannya untuk jangka wakiu tertentu. Teori
merupakan hubungan antara fakta dan pengaturan fakta tersebut secara
sistematis dan konsisten dimana fakta tersebut merupakan ... ... an empirically
erifiable observation'” Sedangkan teori atan kerangka teori memiliki
kegunaan : (1) untuk lebih mempertajam atau mengkhususkan fakta yang akan
diselidiki atau diuji kebenarannya; (ii) mengembangkan sistemn klasifikasi
fakta, membina struktur konsep serta mengembangkan definisi; (i) teon
biasanya merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta
diujikan kebenarannya yang menyangkut obyek vang diteliti ; (v)
memberikan kemungkinan mengadakan proyeksi terhadap fakta mendatang,

oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin

- Ronny Hanitijo Soemitro, “Metodologi Penelitian Hukum”, Penerbit Ghalia Indonesia.
Jakarta, Cetakan Kedua, 1985, hal. 37.
12 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Penerbit CV. Rajawali,
Jakarta, Edisi Pertama, 1982, hal. 142 — 143.
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fakta tersebut akan muncul lagi pada masa mendatang; dan (v) teori memberi
petunjuk atas kekurangan-kekurangan yang ada pada pengetahuan penelifi.

Mengingat pentingnya suatu teori di dalam suatu fesis, sedangkan
tesis ini akan membahas masalah eksistensi pada karya batik di Pekalongan
melalui pemahaman teori yang akan digunakan meliputi teori-teori tentang
Hak Cipta.

Benda atau zaak adalah benda berwujud atau benda tidak berwujud.
Di dalam sistem Hukum Perdata, kata zaak dipakai dalam arti : pertama,
sebagai barang yang berwujud, kedua, sebagai bagian dari harta kekayaan.
Dalam arti yang kedua ini, termasuk zaak adalah selain daripada barang
berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tidak berwujud.
Hak-hak atas barang immaterieel (rechten on immarteriele goederen) tidak
termasuk zaak, misalnya hak octroi (octrooirecht), hak cap datang
(merkenrecht), hak atas karangan (autersrecht).”

Pendapat yang demikian ifu selaras dengan pemikiran bahwa hak
pengarang, hak oktrooi, dan hak cap dagang atau cap pabrik (sekarang dikenal
dengan Hak Cipta, Paten dan Merek) sebetulnya tidak langsung mengenai
suatu benda, melainkan merupakan hak untuk mempergunakan hal sesuatu
yang hanya diberikan kepada orang yang berhak itu, tidak kepada orang lain.

Dari itu sering dinamakan hak monopoli. Hak-hak itu merupakan bagian

13 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata Hukum Benda, Penerbit Liberty,
Yogyakarta, 1981, Hal. 14.
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penting hak milik dari harta benda kekayaan seseorang'®, termasuk
didalamnya kepemilikan terhadap hak cipta.

Pemilikan terhadap suatu benda, termasuk dalam hal ini kepemilikan
terhadap hak cipta, memiliki sisi hukum yang lebih pasti dan jelas. Pemilikan
juga menunjukkan hubungan antara seseorang dengan obyek yang menjadi
sasaran pemilikan itu, dengan ciri pemilikan'> antara lain : (i) pemilik berhak
untuk memiliki bendanya. Ta mungkin tidak memegang atau menguasai benda
itu, mungkin direbut atau disewakan atau dicuri oleh orang lain, namun
demikian hak atas benda tetap pada pemilik hak semula; (ii) pemilik biasanya
berhak untuk menggunakan dan menikmati benda yang dimilikinya, yang
pada dasarnya merupakan kemerdekaan bagi pemilik untuk berbuat terhadap
bendanya ; dan (iii) pemilik berhak untuk menghabiskan, merusak, atau
mengalihkan bendanya termasuk dalam hal ini adalah hak cipta.

Hak cipta'®, demikian orang Indonesia menyebutnya atau Copy
Rights sebutan untuk orang Amerika, atau Exclusive Rights sebutan bagi orang
Eropa menurut asas Dron de Suit adalah hak yang tidak bisa dicabut dan

diberikan oleh Undang-undang kepada pencipta atau ahli warisnya atau

" Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perata tentang Hak Atas Benda, PT. Internusa, Cetakan
Kedua, 1981, Hal 178.

13 Satjipto Rabardjo, Ilmu Fukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 65.

18 Definisi tentang “Hak Cipta™ ini dari waktu ke waktu berubah, terakhir demgan
diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tatmn 2002 tentang Hak Cipta
(Kemudian tesis ini menyebutnya dengan “Undang-undang Hak Cipta 2002 atau UUHC 20027),
disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002 serta mulai berlaku 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 85 Tahun 2002
dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4220, di dalam Pasal 1 angka 1 ditemukan bahwa : Hak Cipta adalah hak Eksklusif bagi Pencipta
atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin
uniuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku®.
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instansi lain yang dijamin oleh Undang-undang. Setelah meninggalnya
pencipta, ahli waris diberi hak untuk menuntut bagian hasil dari penjualan
ulang dari copy asli ciptaan seni dalam jangka waktu perlindungan hak cipta.
Hal ini dapat pula diperiuas terhadap penjualan umum atas naskah asli.

Demikian pula menurut asas Droit Moral”, pencipta berhak untuk
mengonirol ciptaannya dan untuk melarang orang lain, termasuk penerbitnya
sendiri mengubah ciptaannya ke dalam bentuk apapun yang mungkin dapat
berakibat buruk pada reputasi seninya. Kepada penciptais‘ yang menghasilkan
suatu ciptaan ™ di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan menurut UUHC
2002 kepadanya diberi hak cipta yang ekskiusif dan dilindungi hukum.
Artinya, kepada pemiliknya diberi hak untuk : (i) menerjemahkan, (1)
mengadaptasi; (i) mengaransemen; (iv) mengalihwujudkan; (v) menjual; (vi)
menyewakan; (vii) meminjamkan; (viii) mengimpor; (ix) memamerkan; (x)
mempertunjukkan kepada publik; (xi) menyiarkan; (xii) merekam; (x1i1)
mengkomunikasikan kepada publik melalui sarana apapun; (xiv) menjual hak
ciptanya satu kali saja (vide Pasal 26 ayat 2), dan (xv) memberi lisensi kepada

pihak lain (vide Pasal 45 ayat 1).

- Paul Goldstein:, “Copyright’s Highway, form Gutenberg to the Celestial Tuke box”
scbagaimana diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul : “Hak Cipta, Dahulu, Kini
dan Esck”, oleh Masri Haris, diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 181.

18 Pasal 1 angka 2 UUHC 2002 (isi ketentuan ini sama dengan ketentuan Pasal 1 angka 1
UUHC 1997) menentukan, bahwa yang dimaksud dengan “Pencipta” adalah “Seorang atau
beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan
kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang ditvangken dalam
bentuk khas dan bersifat pribadi”.

1% Pasal 1 angka 3 UUHC 2002 menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Ciptaan”
adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keaslianmya dalam lapangan ilmu
pengetahuan, seni dan sastra, dengan menghapus kalimat “dalam bentuk khas™.
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Dalam arti yang lain pencipta dibeni hak untuk mengeksploitasi hak
ciptaannya seperti tersebut di atas dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang
siapa melakukan kejahatan terhadap hak cipta tersebut negara mengancamnya

dengan sanksi pidana penjara dan denda.

F. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif dan sosio legal research. Menurut Sunaryati Hartono
untuk penelitian dalam rangka penulisan tesis pengunaan metode sosio
legal research disamping metode penelitian normatif akan memberi bobot
lebih pada penelitian yang bersangkutan.*

Dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan penelaahan terhadap
peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan hak cipta selain itu juga
penelaahan terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian hak cipta,
dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang berlaku in abstracto
dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan dalam perkara
yang terjadi sehingga dapat menemukan hukum bagi suatu perkara yang in

concreto. 21

% CFG. Sunarvati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni,
Bandung, 1994, hal. 142

% Ronny Hanitijo Soemitro, Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta 1990, hal. 15-27.
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Pendekatan sosio legal research dimaksudkan untuk menjelaskan
secar internal dan eksternal permasalahan yang ditelifi beserta hasil yang
diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya, serta
mencoba menjelajahi realitas empirik dalam masyarakat, khususnya pada

masyarakat yang bergerak di industri batik.

. Spesifikai Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dan preskriftif.
Penelitian Deskriftif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai
eksistensi karya cipta batik Pekalongan dan bagaimana perlindungan
hukum terhadap hak cipta khususnya karya cipta batik, dengan melihat
pada masalah-masalah yang ada pada masa sekarang (aktual).

Selain itu dalam penelitian preskriftif analisisnya mengarah pada
prediksi masa vang akan datang guna menemukan kebijakan vang tepat

terhadap perlindungan hak cipta seperti yang diharapkan.

. Penentuan Informan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah teknik
informasi kunci yang merupakan responden yang dipilih secara purposive
vang dijadikan sumber dalam memperoleh informasi. Melalui informan
kunci ini sejanjutnya akan diperoleh informan-informan lainnya atau lazim

w22

disebut “Srowball Sampling™. Adapun informan kunci dalam penelitian

2 g Nasution, Metode Penelitian Naturfalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1996, hal.32.
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ini adalah Direktorat Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) Depkumdang,
Hakim Pengadilan, Praktisi Hukum, Pengusaha Industri batik, dan Aparat

penegak hukum.

. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian im adalah data primer
dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi
penelitian , sementara data sekunder yang diperoleh dar studi pustaka
a. Sumber data primer yang dipergunakan atau diperoleh dari penelitian

lapangan guna mendapatkan penjelasan yang lebih konkrit, untuk itu
penulis akan mewawancarai beberapa orang yang dijadikan responden
dalam penelitian ini.

b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data yang
bersumber / diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang bahan
hukumnya terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer mencakup :

a) Peraturan Dasar yang mencakup UUD 1945 dan Tap MPR

b) Peraturan Perundang-undangan vang berkaitan dengan hak

cipta

¢} Yurisprudensi yang berkaitan dengan hak cipta

d) Traktat yang ada hubungannya dengan masalah hak cipta




19
2). Bahan Hukum Sekunder yang erat kaitannya dengan bahan hukum
primer dan dapat membantu menganalisis dan memaham: bahan
hukum primer antara lain mencakup :
a) Rancangan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta.
b) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang
diteliti
¢) Hasil-hasil Seminar
3). Bahan hukum Tersier yang memberikan informasi tentang bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain :
a) Kamus Hukum

b) Majalah-majalah hukum dan Majalah yang lain >

5. Tehnik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data teknik yang dipergunakan adalah :
a. Studi Kepustakaan
Dalam studi kepustakaan ini peneliti akan mengumpulkan data
sekunder yang dapat diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri
dari bahan hukum (primer, sekunder dan tersier), dokumen dan juga
artikel-artikel vang berkaitan dengan hak cipta.
b. Stud: Lapangan
Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu

data yang diperoleh dari nara sumber atau responden secara langsung.

2 Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit. Hal 11-12,
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Adapun teknik yang digunakan adalah wawancara, baik wawancara yang
terstruktur maupun wawancara yang tak terstruktur. Pada wawancara
terstruktur dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat lebih luas dari
berbagai sumber informan yang berkaitan. Sedangkan wawancara tak
terstruktur dimaksudkan untuk mengungkap keadaan tidak normal secara

lebih mendalam.?

6. Alat Pengumpul Data
Pada penelitian ini instrumen atau alat pengumpulan data yang
digunakan antara lain :
a. Peneliti sendiri.
b. Daftar Pertanyaan
c. Buku catatan harian lapangan
d. Tape recorder

e. Komputer.

7. Teknik Analisis Data
Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang
tersedia dari berbagai sumber baik berupa data primer maupun data
sekunder. Terhadap data yang terkumpul dilakukan analisis dengan
mengunakan cara analisis taksonomis yaitu penelaahan data dilakukan lebih

rinci dan mendalam sebagi upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fokus

H Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kulitatif, Remaja Rosda karya, Bandung, 1995,
hal.139.
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yang menjadi sasaran penelitian . Pentahapan penelitian dilakukan sebagai
berikut
a. Sebagai tahap awal dilakukan analisis deskriptif untuk menentukan
kategori. Dalam analisis desknptif ini disajikan mengenai sikap
masyarakat baik produsen maupun konsumen serta aparat penegak
hukum dalam upaya unfuk memberikan perlindungan terhadap hak cipta.

b. Analisis tahap kedua dilakukan dengan menentukan domain-domain
yang paling menonjol dari hasil analisis tahap pertama, kemudian
diuraikan dan dianalisis secara lebih rinci sampai bagian-bagian yang
lebih mendalam.

c. Tahap ketiga dilakukan dengan mencari domain-domain yang
mempunyai makna kontras, kemudian menghubungkan antara domain
yang satu dengan lainya yang didalamnya ada unsur keterkaitan sebab

akibat sehingga akan diperoleh hasil yang lebih mendalam.

8, Teknik Pengecekan Validitas Data
Pengecekan Validitas data dilakukan dengan mengunakan teknik
Trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai
pembanding terhadap data tersebut”
Dalam penelitian ini teknik yang dugunakan adalah trianggulasi

sumber, yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan

® Tbid. hal 178.
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suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam
metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan :

1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa
yang dikatakan pribadi,

3) apa yang dikatakan orang dalam situasi penelitian dengan apa yang
dikatakan sepanjang waktu,

4) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat vang
berbeda stratifikasi sosialnya dan,

5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.

G. Sistematika Penulisan Thesis

Dalam penulisan tesis, akan dibagi menjadi empat bab yang masing-
masing saling berhubungan dan menjelaskan satu dengan yang lainnya, masing-
masing bab menjelaskan antara lain

Bab Pertama menjelaskan latar belakang penuisan thesis, permasalahan,
kerangka teoritis, tujan penelitian, kontribusi penelitian serta metode penelitian.
Semua itu sebagai landasan awal bagi penulisan bab-bab selanjutnya.

Bab Kedua membahas masalah kerangka teoritis atau Tinjauan pustaka,
pada bab ini diuraikan segala teori yang berkaitan dengan permasalahan yang

menjadi fokus penelitian. Tujuannya adalah untuk menjelaskan segala sesuatu
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yang berkaitan eksistensi karya cipta batik Pekalongan dan perlindungan
hukumnya..

Bab ketiga menjelaskan mengenai hasil peneliian dan analisis
pembahasan, pada bab ini akan dianalisis apa yang telah didapat dari hasil
penelitian dengan berpedoman pada permasalahan yang telah dirumuskan
terdahulu.

Bab Keempat mengenai penutup, dimana berisi kesimpulan dan saran.
Pada bab ini akan diberikan kesimpulan mengenai berbagai hal yang berkaitan
dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Selain kesimpulan juga akan

diberikan saran-saran guna perbaikan dimasa yang akan datang.




BABII

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG EKSISTENSI HAK CIPTA PADA
KARYA CIPTA BATIK DI PEKALONGAN

A. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SECARA UMUM DAN HAK
CIPTA PADA KHUSUSNYA
1. Pengertian dan Macam-Macam Hak Kekayaan Intelektual

Pada awalnya istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan
padanan kata terhadap istilah fntellectual Property Rights, sebagaimana
terdapat di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1993%. Namun pada
pakar Hak Kekayaan Intelektual memperdebatkan istilah tersebut sampai
dengan lainnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, maka istilah yang
semula adalah Hak Milik Intelektual sebagai padanan istilah Intellectual
Property Rights diubah menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual atau

disingkat menjadi HaKX.%’

* Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Tndonesia Nomor T / MPR / 1993
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, tanggal 9 Maret 1993, pada “Tlmu Pengetahuan dan
Teknologi”, angka 5 huruf a menggariskan, bahwa : ... “penciptaan iklim yang mendukung serta
perlindungan bagi ilmuwan, penermu dan peneliti melalui hak milik intelektual™. . ..

" Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The
World Trade Organization (Persetyjuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), ketentuan
menimbang, huruf b yang menyatakan, bahwa : bahwa dalam pelaksanaan pembanguman nasional,
khususnya di bidang ckonomi, diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus meningkat,
memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa,
termasuk segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan “hak atas
kekayaan intelektual” yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya
saing terutama dalam perdagangan internasional.

24
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Dan dalam perkembangannya selanjutnya, istilah HaKI ini
disingkat menjadi HKI atau Hak Kekayaan Intelektual®® Untuk
memajukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ke seluruh dunia
antar sesama negara secara pantas dalam kerjasama dengan organisasi
internasional lainnya serta untuk menjamin adanya kerjasamanya
perpaduan adminisiratif antara Negara-negara Anggota Konvensi Paris
dan Konvensi Bern, maka hak Kekayaan Intelektual dilaksanakan oleh

WIPO (World Intellectual Property Organization). WIPO ini semula

dianggap mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain sebagai berikut :

a. WIPO tidak berhasil melakukan adaptasi terhadap struktur
perdagangan intemasional dan terhadap perubahan-perubahan tingkat
Inovasi ekonomi dan teknologi ;

b. WIPO tidak memiliki mekanisme untuk berkonsultasi, menyelesaikan
dan melaksanakan penjelasan sengketa ;

c. Anggota WIPQ tidak banyak ;

d. Ketentuan-ketentuan Internasional tidak dapat diberlakukan terhadap
non anggota WIPO; dan

e. WIPO tidak mempunyai mekanisme untuk mengendalikan dan
menghukum pencuri hak milik intelektual anggota WIPO oleh non

anggota WIPQO atau warganya.

¥ Keputusan Menteri Hukom dan Perundang-undangan Republik Tndonesia Nomor :
M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Republik Indonesia Nomor : 24/M/PAN/1/2000, untuk penulisan istilah yang semula “HAKI” atau
Hak Atas Kekayaan Intelektual diubah menjadi HX.I atau akronimnya HAKI yang berarti Hak
Kekayaan Intelektual, tanpa kata “Atas™ lagi.
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Namun oleh negara-negara maju mendesak agar masalah Hak
Kekayaan Intelektual langsung dikaitkan dengan perdagangan. Artinya,
apabila suatu Negara Anggota melakukan pelanggaran Hak Kekayaan
Intelektual atau peraturan nasionalnya tidak memenuhi standar yang telah
digariskan secara internasional, dapat dikenakan sanksi tahunan. Oleh
sebab itu atas desakan negara maju periindungan Hak Kekayaan
Inielektual dimasukkan ke dalam agenda perundingan GATT pada putaran
Uruguay yéng telah disepakati pada Bulan Desember tahun 1993.
Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual tersebut dikenal dengan
nama TRIP s atau Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights.

Putara Uruguay merumuskan perjanjian-perjanjian dalam satu
paket dan tidak dapat dilakukan reservasi. Apabila suatu negara mengikuti
salah satu perjanjian tersebut berarti harus mengikuti semuanya, dan
sebaliknya apabila tidak menyetujui salah satunya, berartt tidak semuanya.
Dengan demikian pada hari Jumat 15 April 1994 di Marrakech, 321 km ke
arah barat dari Rabat, Tbu Kota Maroko, Afrika Utara, dari pukul 13.30
sampai dengan pukul 17.30 waktu setempat, dokumen akhir Putaran
Uruguay setebal lebih dari 500 halaman terdiri lebih dan 28 kesepakatan
perdagangan global telah ditandatangani oleh 125 negara, termasuk
Indonesia. Kesepakatan-kesepakatan di bidang perdagangan global dengan
diikuti lahirnya WTO atau the Worlid Trade Organization tersebut ditutup

secara resmi oleh Raja Hasan II dari Maroko tepat pada pukul 18.15*. Dan
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selanjutnya Indonesia meratifikasi The World Organization itu dengan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994,

Salah satu kesepakatan dani The World Trade Organization adalah
adanya ANNEX IC : Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights, atau disingkat menjadi 7R/P's. TRIP’s ini memuat
peraturan-peraturan yang mempunyai ciri yang antara lam dapat
dikategorikan sebagai berikut :

a. menempatkan perjanjian-perjanjian yang di adminsitrasikan oleh WIPO
scbagai dasar pengaturan minimum, maka Negara peserta TRIPs harus
mengikuti ketentuan-ketentuan dari konvensi-konvensi yang telah
disepakati dalam kerangka WIPO ;

b. menentukan standar-standar pengaturan yang lebih tinggi dari yvang
telah ditentukan sebelumnya oleh WIPO ; dan

¢. menentukan beberapa pengaturan baru yang berkaitan dengan
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak pernah diatur dalam
perjanjian internasional sebelumnya.

Pada dasamya TRIP’s mengacu pada konvensi-konvensi standar di
bidang hak kekayaan intelektual. TRIP’s mewajibkan kepada negara
peserta untuk menerapkan pasar substantif dari Konvensi Pars dan
Konvensi Bemn. Jadi sejauh mengenai kriteria, ruang lingkup perlindungan
(kecuali mengenai hal-hal yang baru seperti indikasi geografis), tetap
mengacu pada konvensi- konvensi standar, yaitu Paris Convention (1967),

The Berne Convention (1971), The Rome Convention ; dan Washington




28

Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit. Adapun

alasan-alasan diaturnya masalah TRIP’s itu adalah bahwa para anggota

WTO telah bersepakat.” :

()  Berkeinginan untuk mengurangi gangguan dan hambatan dalam
perdagangan internasional, dan mengingat kebutuhan untuk
meningkatkan perlindungan yang efekiif dan memadai terhadap hak
kekayaan intelektual, serta untuk menjamin agar tindakan dan
prosedur untuk menegakkan hak kekayaan intelektual
tidakkemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah;

(i) Mengakui, untuk tujuan itu, kebutuhan aturan dan ketentuan baru
mengenai
(a) penggunaan prinsip-prinsip dasar GATT 1994 serta perjanjian

atau konvensi internasional terkait mengena: hak kekayaan
intelektual;

(b) ketentuan mengenai standar dan prinsip ketersediaan, lingkup
dan penggunaan hak kekayaan intelektual yang berkaitan
dengan perdagangan;

(¢) ketentuan mengenai sarana yang efektif dan sesuai bagi
pencgakan hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan
perdagangan, dengan memperhatikan perbedaan sistem hukum

masing-masing;

® Yonsiderans Agreement on Trade — Related Aspects of Intellectual Property Rights,

Amnex 1C



(iif)

(iv)

)

(vi)

(vii)

(viii)
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(d) ketentuan mengenai prosedur vang efektif dan terbaik bagi
pencegahan dan penyelesaian secara multilateral perselisihan
antar pemerintah ; dan
(e) pengaturan peralihan yang bertujuan untuk memperoleh
partisipasi penuh terhadap hasil negosiasi ;
Mengakui kebutuhan akan kerangka kerja multilateral dan prinsip,
aturan dan ketentuan yang mengatur perdagangan internasional
barang palsu ;
Mengakui bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak pribadi ;
Mengakui tujuan kebijakan umum sistem masing-masing bagi
perlindungan atas kekayaan intelektual, termasuk tujuan
pengembangan dan teknologis |
Mengakui kebutnhan khusus negara Anggota terbelakang akan
keluwesan penerapan di dalam hukum dan peraturannva yang
memungkinkan negara Anggota itu menciptakan dasar teknologi
yang sehat dan dinamis ;
Menekankan pentingnya mengurangi ketegangan dengan
mengadakan kesepakatan untuk menyelesaikan melalui prosedur
multilateral perselisihan di bidang hak kekayaan intelektual vang
berkaitan dengan perdagangan ;
Berkeinginan untuk membentuk hubungan yang saling menunjang
antara WTO dan WIPQO serta organisasi intemasional terkait

lainnya.
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Sedangkan tujuan TRIP’s adalah untuk melindungi dan
menegakkan hukum hak kekayaan intelektual guna mendorong timbulnya
innovasi, pengalihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat
bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara yang
menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara
hak dan kewajiban.* ‘

Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia meratitikasi
Agreement Establishing The World Trade Organization melalui Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1994, dengan salah satu agreement berupa
ANNEX IC ; Agreement on Trade — Related Aspects of Intellectual
Property Rights tersebut, maka Indonesia harus memiliki peraturan
perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelekiual sebagaimana
disyaratkan pada Bagian I (Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar) Pasal 1
ayat (2) yang menentukan bahwa, “dalam Perjanjian ini, istilah hak
kekavaan intelektual berarti semua jenis hak kekayaan intelektual yang
tunduk pada ketentuan dalam Bagian II Paragraf 1 sampai 77, yaitu
(i)  Hak Cipta dan Hak Terkait (Copyright and Related Rights) ;

(i) Merek Dagang (Trademark),
(iii) Indikasi Geografis (Geographical Indications);
(iv) Disain Industri (Industrial Designs);

(v) Paten (Patents),

¥ Article 7 (Objectives) Agreement on Trade — Related Aspects of Intellectual Property
Rights — The Protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the
promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the
mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conductive
to social and economic welfare and to a balance of rights and obligations.
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(vi) Disain Tata Letak Sirkit Terpadu (Layour - Designs
(Topographies) of Integrated Circuit) ;
(vii) Perlindungan Informasi yang Dirahasiakan (Profection of
Undisclosed Information); dan
(viii) Perlindungan Praktek Anti Persaingan dalam Lisensi Kontrak
(Control of Anti — Competitive Practices in Contractual Licenses).
Dalam merumuskan atau mengubah hukum dan peraturan
internnya di bidang Hak Kekayaan Intelekiual, anggota WTO, termasuk
Indonesia.®’ : Perfama, dapat mengambil langkah-langkah vang
diperlukan untuk melindungi kesehatan dan gizi masyarakat dan
mendorong minat masyarakat dalam bidang-bidang yang vital bagi
perkembangan sosial ekonomi dan teknologi, sepanjang langkah-langkah
itu tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, langkah-
langkah yang sesuai mungkin diperlukan untuk mencegah
penyalahgunaan hak kekavaan intelektual oleh pemegang hak atau
terjadinya praktek-praktek yang secara tfidak wajar membatasi
perdagangan afau sangaf merugikan pengalihan teknologi internasional.
Disamping itu dalam melakukan perlindungan hak kekayaan
intelektual dilakukan dengan prinsip Most Favoured Nation Treatment,
vaitu setiap keringanan, keistimewaan, privilege, atau kekebalan yang

diberikan oleh suatu Anggota WTO kepada negara suatu negara lain akan

3 drticle 8 (Principles) Agreement On Trade — Related Aspects of Intelleetual Property
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diberikan dengan segera dan tanpa syarat kepada warga negara seluruh

Anggota WTO lainnya.

Berdasarkan beberapa ketentuan di dalam TRIP’s itu maka

Pemerintah bersama DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia) melakukan pembaruan terhadap beberapa peraturan

perundang-undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada

maupun menyusun Undang-undang baru di bidang hak kekayaan

intﬁeléktual. Adapun peraturan perundang-undangan di bidang Hak

Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah sebagai berikut :

®

(it)

Perlindungan Terhadap Varietas Tanaman, diator di dalam
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Perlindungan Varietas Tanaman, disahkan, diundangkan, dan mulai
berlaku pada tanggal 20 Desember 2000 melalui Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, dan Penjelasannya
dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4043 ;

Perlindungan Terhadap Rahasia Dagang, diatur dengan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal
20 Desember 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 242, dan Penjelasannya dimuat di dalam

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044;
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Perlindungan Terhadap Desain Produk Industri, diatur dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang
Desain Industri, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada
tanggal 20 Desember 2000 melalui Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, dan Penjelasannya dimuat di
dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4045;
Perlindungan Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
diatur dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, disahkan,
diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000
melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
244, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4046,
Perlindungan Terhadap Paten, diatur dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, disahkan
dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001 melalui Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, dan
Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4130;
Perlindungan Terhadap Merek, diatur dengan Undang-undang
Republik Indonesita Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,

disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus
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2001 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 110, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131, termasuk
pengaturan terhadap Indikasi Geografis (Geographical Indications)
di dalam VII Indikasi Geografis dan Indikasi Asal, Pasal 56 sampai
dengan Pasal 50 ; dan
Perlindungan Terhadap Ciptaan, diatur dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,
disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002 serta mulai
berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan melalui
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, dan
Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4220.

Untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang hak

kekayaan intelektual itu Pemerintah telah meratifikasi beberapa konvensi

internasionalnya, yaitu :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997

tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang

Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial

Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property

Organization, ditetapkan, diundangkan dan mulai berlaku pada

tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 1997 ;
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2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997
tentang Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation
Under the PCT, ditetapkan, diundangkan dan mulai berlaku pada
tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 1997 ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997
tentang Pengesahan Trademark Law Treaty, ditetapkan, diundangkan
dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1997,

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomeor 18 Tahun 1997
tentang Pengesahan Berne Convention for The Protection of Literary
and Artistic Works, ditetapkan, diundangkan dan mulai berlaku pada
tanggal 7 Met 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 1997 ; dan

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997
tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty, ditetapkan,
diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1997.

Dengan demikian jenis Hak Kekayaan Intelektual dapat

digambarkan dalam sebuah ragaan sebagai berikut :
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INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS™>

!

INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS COPYRIGHTS and RELATED

@ Patens RIGHTS

@ Trademarks = Literary works

® Industrial Designs + Musical works

@ Appellations of Origins 9 Artistic works

® Layout Design of Integrated Circuits. Photographic works

® Undiscolosed Information Audiovisual works
Data Protections
Rental Rights
Neighboring Rights

Gambar 1

Skema Intelectual Property Rights

2. Pengertian dan Pengaturan Hak Cipta
a. Pengertian Hak Cipta

Perlindungan hak cipta akan melipuﬁ.pengekspresian dan tidak
meliputi gagasan, prosedur, metode kerja atau konsep matematika.
Dengan patukan rumusan perlindungan hukum terhadap ciptaan yang
demikian ita, maka di dalam UUHC 1997 dirumuskan, bahwa yang
dimaksud dengan “cipfaan” adalah hasil setiap karya pencipta dalam
bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu

pengetahuan, seni dan sastra.

3 Disarikan dari ketentuan Pasal 2 (viii) Convention Establishing the World Intellectual
Property Organization, signed at Stockholm on July 14, 1967 juncto Pasal 1 ayat (2) Trade
Related Aspec of Intellectual Property Rights.

3 Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of
operation or mathematical concepts as such Article 9 Point 2 TRIFS.
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Kemudian rumusan tentang ciptaan tersebut diubah dengan
menghapus kalimat “dalam bentuk khas” sehingga menjadi Ciptaan
adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya
dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra” (Vide ketentuan
Pasal 1 angka 3 UUHC 2002).

Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas
inspirasinya serta berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi,
kecekatan, ketrampilan atau keahliannya melahirkan suatu Ciptaan
mendapat perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002
menentukan, bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta
maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dengan ketentuan yang demikian itu maka “barang siapa
dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) itu dipidana dengan pidana penjara
masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling
sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling
lama 7 (tuyjuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Mengapa suatu ciptaan dilindungi hukum dan bagaimana
sejarah perlindungannya ? Kurang lebih 2.500 tahun yang lalu seorang

yang bemama Pehriad dari Yunani berhasil menemukan dan
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mempergunakan pemakaian titik () dan komma (,) ke dalam bahasa
tertulis. Hal ini merupakan suatu penemuan vang kelak kemudian hari
tidak ternilai faedahnya dalam dunia tulis menulis dan pembacaan
tulisan-tulisan.

Untuk berhenti, uniuk bemnafas, sesudah selesai suatu
pemberitaan atau sebagian dari pemberitaan itn, maka jasa dari “zitik”
dan “komma” itu adalah sedemikian rupa, sehingga kirinya kita akan
kekurangan kertas untuk memuat segala pernyataan terima kasih dari
semua penulis dan pembaca, berhubung dengan besarnya jasa dari
“ti_tik ” dan “komma” itu.

Anak dari Pehriad yang bermama Apullus sebagai ahli waris
bapaknya, kemudian pindah dari Yunani ke Roma, mendapat
pengakuan dari penguasa di Roma, yang pada waktu itu insyaf akan
penting dan besarnya jasa penemuan dan pemakaian “fitik” dan
“komma” itu. “Hak Cipta” dari pada Apullus, sebagai ahli waris dari
pada bapaknya tersebut diakui, didaftar dan diberi penghargaan. Oleh
karenanya untuk setiap perbanyakan, untuk setiap pemakaian atau
setiap pengumuman dari “titik” dan “komma”, Apullus mendapat
“honorarium” sebagai konsekwensi dari pengakuan hak ciptanya

it >

¥ JCT. Simorangkir: “Hak Cipta”, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1972, hal 47.
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Sedangkan di Inggris™, perlindungan terhadap hak cipta
pertama kali diberikan kepada hak yang sangat sederhana untuk
mencegah atau menghalangi peniruan buku oleh orang yang tidak
berhak. Sebelum diberlakukan Statute of Anne 1709, pada
pertengahan abad 15 perusahaan “Stationers” memiliki jaminan
monopoli terhadap pencetakan buku, penjualan buku, untuk
mengontrol atau mengawasi produksi buku pencetakan di Inggris.

Di bawah pengaruh Raja-raja Tudor dan Stuart, juga diberi hak
lisen untuk mengontrol atan mengawasi pengimporan dan pencetakan
buku-buku. Perlindungan terhadap reproduksi atau importasi buku-
buku asing yang tidak sesuai dengan perusahaan “Statiorers”
diajukan gugatan untuk kepentingan ekonomi sambil kerajaan
berkenan melindungi penyebaran materi-materi yang tidak cocok
terhadap publik.

Dalam pelaksanaan hukum penyensoran, pemerintah menjamin
“Stationers” hak monopoli untuk mencetak, mempublikasikan, dan
menjual hak cipta atas ciptaan. Hak cipta dibatasi terhadap anggota-
anggota vang terdaftar saja yang boleh mencetak buku. Sekali
publisher mencantumkan fitle suatu ciptaan, namanya dan tanggal
publikasi atau pengumuman sampai pada daftar perusahaan, mereka

memiliki suatu copyright selamanya. Terhadap lisensi hak ekonomi

3 Me Keough & Steward, “Intellectual Property in Australia”, 2™ Edition, Butterworths,
Australia, 1997, hal. 120,
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yang dibentuk untuk melindungi dari persaingan, publisher dapat juga
memperdagangkan haknya.

Sebagai akibat dari Revolusi Agung (Glorious Revolution),
peran sensor Stationers sangat dikurangi dengan lahimya Starute of
Arnne 1709, Untuk melindungi kepentingan pencipta (autors),
publisher tetap berada di garis depan terhadap siapa meminta
perlindungan untuk mendapat keuntungan dirinya. Identifikasi
kepentingan pencipta dengan dipublikasikannya buku untuk menolong
menjelaskan bagaimana hak cipta dipandang sangat sarat ekonomi.
Statute of Anne 1709 menggambarkan sebagai suatu “tindakan untuk
mengobarkan semangat belajar dan menjamin milik penggandaan
buku kepada pemilik yang sah dari padanya” (Act for the
encouragement of learning and for securing the property of copiers of
books to the rightful owners thereof), dengan menetapkan pencipta
buku yang dipublikasikan dari perlindungan perbanyakan tidak sah
untuk jangka wakiu Iebih dari 28 tahun.

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Untuk melahirkan suatu infellectual property (IP) atau hak
kekayaan intelektual yang dapat berupa paten, hak cipta dan hak-hak
yang terkait, merek, desain industri, merek, rahasia dagang, integrated
circuits maupun hak pemuliaan tanaman, maka orang akan
mengeluarkan tenaga, wakfu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit

jumlahnya. Oleh karena itu Negara memberi perlindungan hukum
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kepada penemu atau penciptanya serta untuk dalam jangka waktu
tertenfu membeni hak eksklusive mengeksploitasi ip tersebut guna
meraih kembali segala sesuatu yang telah dikeluarkannya. Ada
beberapa teori terhadap perlindungan hak kekayaan intelektuat®, yaitu
(i) Teori Reward, yang menyatakan bahwa kepada para penemu dan

pencipta diberikan suatu penghargaan dan pengakuan — yang
berupa hak eksklusive untuk mengeksploitasinya itu guna merath
kembali segala sesuatu vang telah ia keluarkan — serta
perlindungan hukum terhadap karya intelektualnya;

(i) Teori Insenfive, yang menyatakan bahwa insentive diberikan
kepada penemu dan pencipta yang telah berhasil melahirkan
karya intelektualnya itu guna merangsang upaya atau kreatifitas
menemukan dan mencipta lebih lanjut ;

(iii) Teori Risk, yang menyatakan bahwa pada dasamya karya
intelektual manusia itu bersifat rintisan, sehingga ada resiko oleh
pihak lain untuk merefers atau mengembangkan lebih lanjut dari
karya intelektual tersebut, dan

{iv) Teori Public Benefit, atau Teori Economic Growth Stimulus, atau
Teori More Things Will Happen, yang menyatakan bahwa karya
mielektual manusia itu merupakan suatu alat untuk meraih dan

mengembangkan ekonomi.

% Nico Kansil, makalah “Seminar Nasional tentang Kejahatan Hak Milik Intelektual ”, di
Universitas Diponegoro, Semarang tanggal 27 April 1993,
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Oleh sebab itu dalam mengatur masalah Hak Kekayaan
Intelektual di Indonesia, teori-teori tersebut dijabarkan melalui politik
hukum perlindungan hak kekayaan intelektualnya. Politik Hukum
diartikan sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai
hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah ke mana
hukum hendak diperkembangkan®’

Indonesia telah terjadi tiga kali kekuasaan pemerintahan, yaitu
kekuasaan pemerintahan pada zaman kolonial (Belanda dan Jepang)
dan kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia. Jika ditelusuri
periindungan hukum dan arah hukum hak cipta yang dituju di
Indonesia dapat ditemukan beberapa peraturan perundang-undangan
yang mengaturnya, sesuai dengan politik hukum penguasa saat itu,
yaitu bagaimana perlindungan hukum hak cipta diatur sesuai dengan
kehendaknya, dan ke arah mana hukum hak cipta akan dikembangkan.

Polittk hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan
terjadinya dinamika masyarakat, karena politik hukum diarahkan
kepada iure constituendo, hukum yang seharusnya berlaku®.
Diharapkan hukum nasional, termasuk dalam hal i adalah hukum
tentang hak cipta, dapat menjangkau setiap kegiatan dan setiap

perbuatan hukum dengan kapasitasnya yang benar dan handal, dalam

37 Teuku Mohammad Radhie, SH. “Prisma”, No. 6 Tahun II, Desember 1973.
3 Satjipto Rahardjo di dalam bukunya Dr. Moempoeni Martojo, SH, “Politik Hukum dalam
Sketsa”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000 hal. 1
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pengertian dapat menjadi perangkat hukum yang memberi keadilan,
kepastian hukum, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat™.

Sedangkan ruang lingkup hukum berlaka sekarang, yang
berlaku di waktu yang lalu, maupun vang seharusnya berlaku di wakiu
yang akan datang, yang mempunyai ruang gerak dalam batas negara,
maupun tidak fertutup kemungkinan polittk hukum dar negara
tersebut melewati batas-batas negara yang bersangkutan dan
menembus dunia internasional.*°
(1) Auteurswet 1912.

Politik hukum hak cipta pada zaman kolonial Belanda, di sini
tidak termasuk pada zaman kolonial Jepang, dihitung mulai dari
diterapkannya asas konkordansi oleh Pemerintah Belanda
terhadap tanah jajahannya, Indonesia, yaitu dimulai dari awal
bulan Juli 1830 sampai dengan tahun diserahkannya kedaulatan
Republik Indonesia atas Irian Barat pada tahun 1963.

Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undang Belanda
menegaskan bahwa pada asasnya hukum yang berlaku di daerah
jajahan untuk orang-orang Eropa berdasarkan suatu asas yang
disebut konkordasi adalash hukum yang berlaku di negen

Belanda. *!

¥ 8ri Redjeki Hartono, SH dalam bukunya berjudul = “Kapita Selekta Hukum Ekonomi”,
Penerbit Mandar Maju Bandung, 2000, hal. 26.

% Satjipto Rahardjo,Op. Cit, Hal. 11.

! Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-
Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta,
Cetakan Kedua, 1995, hal .42
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Pada bulan Juli 1830, Raja Belanda memerintahkan kepada
G.C.Hageman, seorang ahli hukum yang baru saja diangkat
menjadi Hooggerrechtshof Hindia Belanda, untuk masa bakti

1830 - 1835, agar® :

“ sesegera mungkin setelah datang di Jawa, mulai melakukan
penelitian dengan maksud agar semua peraturan perundang-
undangan Kerajaan Belanda sedapat munghin diterapkan juga
terhadap orang-orang Belanda yang berada di Hindia Timur,
dalam hal ini Hindia Belanda atau Indonesia ... . Oleh sebab itu
maka politik hukum hak cipta pada zaman kolonial Belanda
dapat dibaca pada aturan-aturan hukumnya vang berlaku di
“Qost — Indie” yang dimulai pada fahun 1830 itu, termasuk
dalam hal ini aturan hukum tentang hak cipta.

Perjalanan perlindungan hukum terhadap karya cipta di
Indonesia diawali dengan diberlakukannya Auteurswet 1912, Wet
van 23 September 1912 melalui Staatsblad 1912 Nomor 600 oleh
Pemerintah Kolonial Belanda.

Auteurswet 1912% atau tesis ini menyebuinya sebagai

Undang-undang Hak Cipta 1912 atau UUHC 1912 berlaku di

2 Thid hal. 43 diterjemahkan dari © zoo spoedig mogelijk na de komst op Java.. cen
opzeitelith onderzoek worde aangevangen ten doel hebbende om de algemeene wetten voorhet
Koninkrijk der Nederlanden vastgesteld zoo veelmugelifk ook op de Nederlansche bezettingen in
Qost — Indie toe te passen... .. ......7

B Di dalam buku “de Wethoeken Wetten en Verordeningen Benevens de Voorlopige
Grondwet van de Republiek Indonesie” bewerit door Mr. EM.L. Engelbrecht, Leiden — A W.
Sijthoffs Uitgeversmif N.V. 1956, hal. 2528, istilah “Auteurswer 19127 itu merupakan istilah yang
ada di dalam Wet van 21 September 1912 Pasal 52 yang menentukan bahwa, deze wet kan worden
aangehaaid onder den title “Auteurswet 19127,
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kerajaan Eropa pada hari pertama bulan berikutnya setelah
diumumkan (di Nerdeland atau Belanda diumumkan pada tanggal
5 Oktober 1912 ; di Indonesia pada tanggal 21 Desember 1912).*

Aureurswer 1912 itn sesuai dengan ketentuan Aturan
Peralihan Pasal II UUD 1945% berlaku di Indonesia sampai
dengan tanggal 12 April 1982, vaitu saat diberlakukannya
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang
Hak Cipta.

Pada dasamya masalah perlindungan ciptaan sebagaimana
diatur di dalam Auteurswet 1912 adalah ada kesamaan dengan
UUHC In&onesia, terutama UUHC 1982. Ambil contoh saja
misalnya di dalam Pasal 1* UUHC 1912 menyatakan bahwa :
Hak cipta adalah hak tunggal daripada pencipta, atau hak daripada
yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan
kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan
dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-
pembatasan yang ditentukan dalam undang-undang. Adapun yang
dimaksud sebagai pencipta menurut ketentuan Pasal 4 UUHC

1912 adalah : kecuali jika dibuktikan lain, maka dianggap sebagai

™ Thid Pasal 53 yang menentukan bahwa, Deze wet treedt in het Rijk in Europa in werking
op den eersten dag der maand volgende op die, waarin zij afpekondigd wordt. (In Nederland
afgekondigd 5 Oct 1912 ; Indonesie 21 Dec 1912).

5 Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 menentukan ; bahwa “segala Badan Negara dan
Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang barn menurut Undang-
undang Dasar ini”.

% Art I. Het auteursrecht is het uistluitend recht van den maker van een werk van
letterkunde, wetenschap of kuns, of van diens rechiverkrijgenden, om dit open baar te maken en te
verveelvoudigen, behouldens de beperkingen, bif de wet gesteld.
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pencipta ialah orang yang dinyatakan demikian pada atau dalam
ciptaan itu, atau jika pemyataan semacam itu tidak ada, orang,
yang ketika ciptaan itu diumumkan dinyatakan sebagai pencipta
oleh yang mengumumkan.

Di dalam hal terminologi, UUHC 1912 juga memberi
pengertian mengenai pengumuman dan pembacaan. Masalah
pengumuman dan pembacaan sebagaimana diatur di dalam Pasal
12 UUHC 1912 itu menentukan bahwa : yang dimaksud dengan
pengumuman sesuatu ciptaan dalam lapangan kesusasteraan,
pengetahuan atau kesenian adalah :

a. Pengumuman dari perbanyakan sesuatu atau sebagian ciptaan
itu,

b. Penyiaran seluruhnya atau sebagian ciptaan itu atau
perbanyakan selama ciptaan itu belum diterbitkan tercetak,
dan

c. Pembacaan atau pertunjukan di muka umum mengenai
seluruhnya atau sebagian ciptaan itu atau perbanyakannya.
Satu hal yang sama-sama tidak diatur di dalam UUHC 1912
dan UUHC 1982 adalah mengenat lisensi hak cipta, dan sifat

pelanggaran hak cipta adalah delik aduan.
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(2). Undang-undang Hak Cipta Tahun 1982

Dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagaimana
termaksud dalam Garis Besar Haluan Negara ( Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978), serta untuk
mendorong dan melindungi penciptaan, penyerbar — luasan hasil
kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta
mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam
Wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945, maka perlu disusun Undang-undang
tentang Hak Cipta. Berdasarkan pertimbangan itu maka
pengaturan tentang hak cipta yang semula berdasarkan Auteurswet
1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 perlu dicabut karena
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum
Nasional. Untuk keperluan itu maka diundangkaniah Undang-
undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta®’.

UUHC 1982 itu antara iain mengatur masalah fungsi dan
sifat hak cipta ; siapa sgja yang dianggap sebagai pencipta ; siapa
yang berhak sebagai pemegang hak cipta benda budaya nasional ;
ciptaan apa saja yang dilindungi dan masa perlindungan hak cipta ;
pembatasan hak cipta atau fair dealing, artinva publik boleh

menggunakan hak cipta itu asal dipenuhi syarat-syaratnya;

# Undang-undang Republik Indenesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, disahkan,
diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 12 April 1982 melalui Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1982 Nomor 15 dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3217 (kemmudian tesis ini menyebutnya dengan Undang-undang Hak
Cipta Tahun 1982 atau UUHC 1982).
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pendaftaran ciptaan; dewan hak cipta; hak dan wewenang

menuntut ; dan ketentuan pidana. Di dalam Pasal 44 UUHC 1982

ditentukan bahwa :

(i) Barangsiapa dengan sengaja melanggar hak cipta, di pidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda
setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

(ii) Barangsiapa menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada
umum suatu ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)
bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah); dan

(iii) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 18
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan
atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah). Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran yang
tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang
hak cipta. Satu hal yang tidak diatur oleh UUHC 1982 adalah

mengenai lisensi.

(3). Undang-undang Hak Cipta Tahun 1987
Di dalam perjalanan pemberiakuan UUHC 1982 itu,
pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Cipta pada

dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim
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yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta
di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sasira. Namun, di tengah
kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional vang semakin
meningkat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan
sastra ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran Fak
Cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan.

Pelanggaran Hak Cipta tersebut telah mencapai tingkat yang
membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat
pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya. Oleh
sebab itu untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran Hak
Cipta dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurmnakan
beberapa ketentuan di dalam UUHC 1982 dengan mengundang
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran Hak Cipta
dipandang periu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa
ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang
Hak Cipta, yaitu :

a. menambah ketentuan baru tentang : pemegang hak cipta dan
program komputer (Pasal 1); pembuatan salinan cadangan
program komputer (Pasal 14 huruf g); kewenangan Hakim
untuk mencegah kerugian lebih besar yang akan diderita bagi

pemegang hak cipta dengan telah terjadinya pelanggaran hak




50
cipta Pasal 42 ayat (4); dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(Pasal 47);

. mengubah dan mengganti ketentuan; Pasal 5 tentang yang

dianggap sebagai pencipta; Pasal 7 tentang perancang ; Pasal
10 tentang Negara sebagai pemegang Hak Cii)ta atas karya
peninggalan pra sejarah, sejarah dan benda budaya nasional
lainnya ; Pasal 11 tentang ciptaan yang dilindungi ; Pasal 15
tentang compulsory licencing ciptaan buku ; Pasal 16 tentang
kewenangan Pemerintah untuk melarang pengumuman
ciptaan vang bertentangan kebijakan Pemerintah di bidang
pertanahan dan keamanan negara, kesusilaan serta
kepentingan umum ; Pasal 26 dan Pasal 27 tentang jangka
waktu perlindungan hukum karva cipta ; Pasal 36 ayat (1)
tentang diperkenankannya kepada para pihak untuk
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
jika ciptaan vang didaftarkan oleh seseorang sebagian atau
seluruhnya merupakan karya ciptanya ; Pasal 42 ayat (3)
tentang kewenangan Negara untuk melakukan tuntutan pidana
bagi pelaku tindak pidana pelanggaran Hak Cipta; Pasal 44
tentang ketentuan pidana yang semula diancam pidana
penjara kurungan dan / atau denda paling lama 3 tabun dan /
tahu setinggi-tingginya 5 juta rupiah menjadi 7 tahun dan /

atau 100 juta rupiah; Pasal 45 tentang kewenangan Negara
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untuk merampas ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak
Cipta guna dimusnahkan ; Pasal 46 tentang penentuan tindak
pidana Hak Cipta yang semula merupakan pelanggaran
menjadi kejahatan ; Pasal 47 tentang penyidik pegawai negeri
sipil, dan Pasal 48 tentang perlindungan hukum karya cipta
Warga Negara Indonesia maupun orang atau badan hukum
asing yang negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan
Pemerintah Republik Indonesita atau sama-sama sebagai
penandatanganan perjanjian multilateral tentang Hak Cipta
yang sama ; dan

¢. menyisipkan ketentuan baru dalam bentuk : Pasal 10 A
tentang Hak Negara sebagai pemegang Hak Cipta atas
ciptaan-ciptaan karya peninggalan pra sejarah, sejarah dan
budaya nasional lainnya yang sama sekali tidak diketahui
siapa penciptaannya, dan BAB VI A tentang PENYIDIKAN
dengan ketentuan baru dalam Pasal 47 tentang Penyidik
Pegawa: Negeri Sipil. Satu hal yang tidak diatur di dalam

UUHC 1987 adalah mengenai lisensi.

(4). Undang-undang Hak Cipta Tahun 1997
Keikutsertaan Indonesia dalam Persefujuan Organisasi
Perdagangan Dunia (the World Trade Organization) sebagaimana

telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994,




52

maka dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan
beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang
Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1987 ientang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Hal itu juga dikarenakan
adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat,
terutama di bidang perekonomian baik di tingkat nasional maupun
internasional, pemberian perlindungan hukum yang semakin
efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang
Hak Cipta perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan
iklim yang lebih baik bagi fumbuh dan berkembangnya semangat
mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang sangat
diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang
bertujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur,
maju, dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945, Untuk itulah maka diundangkanlah Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 7
Tahun 1987 (kemudian tesis ini menyebuinya dengan Undang-
undang Hak Cipta Tahun 1997 atau UUHC 1997). Ada beberapa

perubahan yang menonjol di dalam UUHC 1997, vaitu :
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Pertama, wmelakukan suatu “penyempurnaan” yang
mencakup ketentuan tentang : (1) hak pencipta (menyempurnakan
ketentuan Pasal 2); (ii) ciptaan pesanan (menyempurnakan
ketentuan Pasal 8); (i) ciptaan yang tidak diketahui siapa
penciptanya (menyempurnakan ketentuan Pasal 10) ; (iv) bentuk
ciptaan baru vang dilindungi (menyempumnakan ketentuan Pasal
11); {v) jangka waktu perlindungan hukum terhadap hak cipta
(menyempurnakan ketentuan Pasal 26, 27 dan Pasal 28 serta
menambah ketentuan baru dalam Pasal 27 dan Pasal 28); (vii) hak
/ wewenang menggugat (menyempurnakan ketentuan Pasal 41,
Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 45 serta menambah ketentuan baru di
dalam Pasal 434, 43B, 43E); (viii) Penyidik PPNS atau Penyidik
Pejabat Pegawai Negeri Sipil (menyempurnakan ketentuan Pasal
47); dan (ix) berlakunya Undang-undang Hak Cipta Indonesia
(menyempurnakan ketentuan Pasal 48).

Kedua, melakukan “penambahan ketentuan baru” di
bidang hak cipta meliputi : (i) masalah hak penyewaan atau rental
rights ciptaan rekaman video, film dan program komputer
(menambah ketentuan Pasal 2); (ii) masalah hisensi di bidang hak
cipta (menambah ketentuan Pasal 38 berupa Pasal 39 A, Pasal 38
B dan Pasal 38 C), dan (iii) masalah yang berkaitan dengan hak
cipta (neighboring rights) yang meliputi perlindungan kepada para

pelaku (performers), prosedur rekaman suara dan lembaga
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penyiaran {menambah ketentuan Pasal 43 berupa Pasal 43 C dan

Pasal 43 D).

(3). Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002

Perlindungan terhadap hak cipta (dan hak terkait dengan hak
cipta) yang semula diatur oleh UUHC 1982, UUHC 1987, dan
UUHC 1997 mengalami perubahan yang cukup signifikan
dikarenakan UUHC di Indonesia tersebut sudah mengalami
perubahan dengan tambal sulam sampai figa kali. Oleh sebab itu :
(i) jika suatu perubahan mengakibatkan sistematika peraturan
perundang-undangan berubah ; (ii) atau materi perubahan berubah
lebih dari 50 % (lima puluh persen} seperti 3 UUHC tersebut ; (iii)
atau esensinya bernbah, maka peraturan perundang-undangan vang
diubah tersebut lebih baik dicabut semua dan disusun kembali
dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai
masalah tersebut,*®

Dengan demikian untuk memperoleh satu kesatuan sehingga
didapat kemudahan pemahaman makna afau isi atau materi atau

esensi dari UUHC 1982, UUHC 1987, dan UUHC 1997 itu, maka

*® Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden, ditetapkan, diundangkan, dan mulai
berlaku pada tanggal 19 Mei 1999 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 70, lampiran I Angka 159.
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akan diganti dengan Undang-undang Hak Cipta yang baru, yaitu
UUHC 2002 atau Undang-undang Hak Cipta 2002.%

Perkembangan terakhir terhadap hak cipta, ada beberapa
pertimbangan politik hukum yang menyebutkan, bahwa Indonesia
telah ikut serta dalam Persetuyjuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade
Organization) yang di dalamnya tercakup Persetujuan tentang
Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (dgreement
on Trade Related Aspect of Intelectual Property Rights atau
disingkat menjadi TRIPs) dan salah satu pengaturannya mengenai
Hak Cipta dan Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta.

Di samping itu, indonesi juga telah meratifikasi Bern
Convention®® dan WIPO Copyrights Treatyj . Oleh karenanya
Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan undang-undang
nasional di bidang hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak
cipta sehingga dapat menampung perkembangan tersebut dalam

rangka meningkatkan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak

* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, disahkan
dan diundangkan pada tanggal 29 Tuli 2002 serta mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Talhwm 2002 Nomor 85 dan
Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.

* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works,ditetapkan, divmdangkan, dan
mutai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 1997.

* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan
WIPO Copyrights Treaty, ditetapkan, divndangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997
melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1997.
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vang berkaitan dengan hak cipta, serta meningkatkan
pelayanannya kepada masyarakat.

UUHC 2002 itu sebagai perwujudan keikutsertaan Indonesia
dalam meratifikasi Worid Trade Organization Agreement dengan
memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 1 Annex IC (Agreement on
Trade — Related Aspects of Intellectual Property Rights) dan WTO
yang menentukan, bahwa : anggota akan melaksanakan ketentuan-
ketentuan dalam perjanjian ini. Anggota dapat, tetapi tidak wajib,
memasukkan ke dalam hukum nasionalnya perlindungan yang
lebih tinggi daripada yang diatur dalam Perjanjian ini, sepanjang
perlindungan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
dalam Perjanjian mni. Anggota bebas untuk menentukan cara yang
sesual untuk memasukkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjain
ini ke dalam sistemd an praktek hukum masing-masing.’? Undang-
undang Hak Cipta 2002 ini memuat beberapa ketentuan baru,
.antara lain, mengenai :

(i) database merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi ;

(i) penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa
kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-
produk cakram optik (optical disc) melalui media audio,

media audio visual dan / atau sarana telekomunikasi ;

2 Part I (General Provisions and Basic Principles) Article I Paragraf I (Intellectual
Property Conventions) TRIPS Agreement.
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(iii) penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbiirase, atau
alternatif penyelesaian sengketa ;

(iv) penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian
lebih besar bagi pemegang hak ;

(v) batas wakiu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan
Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah
Agung ;

(vi) pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan
sarana kontrol teknologi;

(vil)) pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan
terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi
berteknologi tinggi ;

(viil) ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait ;

(ix) ancaman pidana dan denda minimal, dan

(x) ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program
komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan

melawan hukum.

3. Pencipta

Dart UUHC 1982 sampai dengan UUHC 2002 perihal pencipta

diartikan sebagai “seorang atau beberapa orang secara bersama-sama

yang atas inspirasinva lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan
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pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan
dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

Sedangkan yang dianggap sebagai pencipta — kecuali terbukti
sebaliknya adalah :

(1) orang yang namanya terdaftar dan Daftar Umum Ciptaan pada
Direktorat Jenderal Hal Kekayaan Intelektual;, atau Orang yang
namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta™

(i) Penceramah®*

(ii1) Orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh
Ciptaan; atau Orang yang menghimpun Cip‘raan55

(iv) Orang yang merancang Ciptaan™®

(v) Pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan®’

% Pasal 5 ayat (1) UUHC 2002 menentukan, bahwa : Kecuali terbukti sebaliknya, yang
dianggap sebagai pencipta adalah : a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum
Ciptaan pada Dircktorat Jenderal ; atau b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau
diumumian sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

** Pasal 5 ayat (2) UUHC 2002 menentukan, bahwa : Kecuali terbukti sebaliknya, pada
ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak pemberitahuan siapa Penciptanya,
orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah terssbut.

%3 Pasal 6 UUHC 2002 menentukan, bahwa : Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian
tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang
memimpin seria mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang itu,
vang dianggap sebagai Penciptz adalah orang vang menghimpurmya dengan tidak mengurangi
Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.

* Pasal 7 UUHC 2002 menentukan, bahwa : Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang
diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang
merancang, Penciptanya adalah orang vang merancang Ciptaan itu.

%" Pasal 8 UUHC 2002 menentukan, bahwa : (1) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan
dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pikak yang
untuk dan dalam dinasnya ciptaan ity dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah
pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu
diperluas keluar hubungan dinas. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku
pula bagi Ciptagn yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan
dinas. (3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kegja atau berdasarkan pesanan, pihak yang
membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila
diperjaryikan lain antara kedua pihak.
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(vi) Pihak yang membuat ciptaan berdasarkan hubungan kerja atau
berdasarkan pesanan ; dan

(vii) Badan Hukum®

4. Ciptaan Yang Dilindungi dan Jangka Waktu Perlindungannya

Ciptaan atau karya cipta atau “works” adalah hasil setiap karya
Pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam
lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra®. Bandingkan dengan arti kata
“works” di dalam UUHC Amerika Serikat”™ Pasal 102 bahwa yang
dimaksud dengan “works” dalam lingkup ciptaan adalah : karya cipta
sastra ; ciptaan musik termasuk kata-kata yang menyertainya; karva cipta
drama termasuk setiap musik yang menyertainya; pantomim dan tari ;
majalah bergambar (pictorial), yang berkaitan dengan tulisan tangan
(graphic), dan karya patung (sculptural), karya cipta film dan ciptaan

audiovisual lainnya ; rekaman suara; dan karya cipta arsitektur.
Sedangkan Pasal 1 UUHC Inggris®’ menentukan bahwa : hak cipta

antara lain adalah swatu hak kekayaan yang terdini berkaitan yang

% Pasal 9 UUHC 2002 menentukan, bahwa : Jika suatu badan hukum mengumumkan
bahwa Ciptaan berasal daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan
hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

* Vide ketentuan Pasal 1 angka 3 UUHC 2002.

- Copyright Law of the United States of America and Related Laws Contained in Title 17
of the United States Code, Circular 92, Chapter I Subject Matter and Scope of Copyright, 102.

! drticle 1 Part I — Copyrigt [Copyright, Design and Patents Aet 1988, 15" November
1988, C. 48), Copyright is a property right which subsists in accordance with this Peart in the
Jfollowing descriptions of work — oviginal literary, dramatic, musical or artistic works ; sound
recordings, films, broadcasts or cable programmes ; and the iypographical arrangement of
published edifions. In this Part “copyright work™ means a work of any of those deseriptions in
which copyright subsists.




60
digambarkan sebagai : ciptaan orisinil sastra, drama, music atau senti ; ciptaan
rekaman suara, films, siaran atau program kabel, dan edisi susunan karya
cetak yang dipublikasikan.

Di Australia® Ciptaan Seni diartinya sebagai : suatu lukisan, seni
pahat / ukur (patung, arca), gambar, ukiran / pahatan atau photographi, apakah
ciptaan berkualitas artistic atau tidak ; suatu bangunan atan suatu model
bangunan, apakah bangunan atau mode! bangunan berkualitas seni atau tidak;
atau suatu ciptaan dari keahlian seni lainnya sebagaimana disebutkan di atas ;
tetapi tidak termasuk suatu rangkaian sirkuit sebagaimana dimaksud di dalam
Circuit Layouts Act 1989.

Menurut L.J. Tavlor yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari
sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Dengan demikian yang
dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan bukan
masih merupakan gagasan. Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa berujud khas
dalam bidang kesusasteraan, seni maupun ilmu pengetahuan. Konvensi
internasional Hak Cipta 1952, pada Pasal 1 menentukan yang dilindunginya
dalah bidang kesusasteraan, ilmu pengetahuan (scientific), dan pekerjaan seni
(artistic work) termasuk karya tulis, musik, drama, sinematografi, lukisan,
pahatan dan patung.

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara

jelas diatur mengenai jenis-jenis ciptaan yang dilindungi antara lain :

% Copyright Act 1968, Act No. 63 of 1968 as amended, Consolidated as in force on 8
October 1999, includes amendments up to Act No. 105 of 1999 (prepared by the Office of
Legislative Drafting, Attorney — General’s Departement, Canberra), Part Il — Interprefation 10,
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Buku, pamlet, dan semua karya tulis lainnya ;
Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya;
Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan,
pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan
film, serta karya rekaman video
Ciptaan teri (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks,
dan karya rekaman suara atau bunyi,
Segala bentuk seni rupa sepertt seni lukis, seni pahat, seni patung, dan
kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam Pasal 10 ayat (2)
Seni Batik
Arsitektur
Peta

Sinematografi

10. Program Komputer,

11. Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai.

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi tersebut dibagi dalam dua

kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya ash atau orisinil dan ciptaan yang

bersifat turunan atau derivatif. Ciptaan yang bersifat asli yaitu :

L.

2

(T

=

Lh

Buku, pamlet, dan semua karya tulis lainnya ;

Seni tari

. Segala bentuk seni rupa sepertt seni lukis, seni pahat dan seni patung

Seni batik

. Ciptaan lagu atan musik dengan atau tanpa teks.
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6. Karya arsitekiur

Sedangkan ciptaan yang bersifat turunan atau derivatif antara lain :

1. Karya Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan,
pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan
film, serta karya rekaman video,

2. Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya;

3. Peta,

4. Karya Sinematografi,

5. Karya rekaman suara atau bunyi,

G. Terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga rampai,

7. Karya fotografi,

8. Program komputer

Walaupun UUHC Indonesia tidak memberi penjelasan lebih lanjut
mengenai jenis ciptaan apa saja vang berupa ilmu pengetahuan, seni dan
sastra, tetapi hal itu dapat diuraikan bahwa®

(a) Ciptaan Berupa Illmu Pengetahuan atau science, yaitu pengetahuan
tentang sesuatn yang disusun secara bersistem menurut metode-metode
terientu, yang dapat dipakai untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di
bidang pengetahuan itu®, dapat diberi contoh misalnya, masalah
penemuan baru di bidang teknologi yang mengandung langkah inventif

dan dapat diterapkan dalam industri. Apabila Masalahnya tersebut

% Rooseno Harjowidigdo, “Mengenal Hak Cipta Indonesia”, PT. Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta, 1994.

™ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Penerbit Balai
Pustaka, Jakarta, Cetakan Kedua, hal. 324.
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dituliskan ke dalam bentuk sebuah buku, maka buku tersebut terdapat
perlindungan hukum hak cipta, sedangkan substansi dan yang
dituliskannya itu bisa dimintakan perlindungan hukum berupa Paten ;
Ciptaan Bernpa Seni, vaitu keahlian membuat karya vang bermutu
dilihat dari segi kehalusan, keindahan, dan lain sebagainya, misalnya
dapat diberi conioh sem lukis, seni pahat, seni patung, seri bafik yang
kontemporer, seni karawitan, seni musik, seni drama, seni tari dan seni
pewayangan ; dan

Ciptaan Berupa Sastra, yaitu karya tulis vang jika dibandingkan dengan
tulisan lain memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keaslian,
keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya, dapat diberi contoh
misalnya roman, cerita pendek, naskah atau drama atau film ataupun
sineiron, epik, lirik dan semua hasil karya sastra lainnya.

Sedangkan jenis ciptaan atau jangka waktu perlindungan hukumnya

dapat disebutkan :

Pertama®, Hak Cipta atas Ciptaan : (a) buku, pamflet, dan semua

hasil karya tulis lain ; (b) drama atau drama musical, tari, koreografi ; (c)

segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung; (d) seni

batik ; (e) lagu atau musik dengan atau tanpa teks ; (f) arsitektur ; (g)

ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain ; (h) alat peraga ; (i) peta ;

dan (j) terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai; berlaku selama hidup

Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta

% Vide Ketentuan Pasal 29 UUHC 2002.




64

meningga] dunia. Jika Ciptaan tersebut dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih,
Hak Cipta berlaku selam hidup Pencipta yvang meninggal dunia paling akhir
dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya. Dan jika Ciptaan
tersebut dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50
(lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan %

Kedua®, Hak Cipta atas Ciptaan ; (a) Program Komputer ; (b)
sinematografi, (c) fotografi; (d) data base; dan (e) karya hasil
pengalihwujudan, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung
hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Sedangkan
Hak Cipta atas Ciptaan perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku
selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan. Hak Cipta atas
Ciptaan tersebut jika dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku
selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Ketiga, menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 11
ayat (1) dan ayat (3) UUHC 2002 Negara adalah sebagai pemegang hak cipta
dengan jangka waktu perlindungan terhadap : (i) ciptaan peninggalan
prasejarah, sejarah dan bentuk budaya nasional lainnya ; dan ciptaan hasil

kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat,

dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koregrafi, tarian, kaligrafi

dan karya seni lainnya, jangka waktu perlindungan hukumnya adalah berlaku
tanpa batas waktu®; (i) ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu

diterbitkan ; dan ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya

% vide Ketentuan Pasal 30 ayat (3) UUHC 2002.
®7 Vide Ketentuan Pasal 30 UUHC 2002.
% Vide Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a UUHC 2002.
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atau pada ciptaan tersebut hanya fertera nama samaran penciptanya, jangka
waktu perlindungan hukumnya adalah berlaku selama 50 (lima puluh) tahun
sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum®. Adapun jika suatu
Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan
tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, maka penerbit memegang
Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya’, berlaku
selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan’

Keempat, jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas ciptaan yang
diumumkan bagian demi bagian, dihitung mulai tanggal pengumuman bagian
yang terakhir. Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas
Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan
berita yang dinmumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, maka
tiap jilid atau ikhtisar dan berita ity masing-masing dianggap sebagai Ciptaan
tersendiri.”™

Kelima, sebagai hak moral, pencipta atau ahli warisnya berhak
menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan
dalam Ciptaannya. Hak itu berlaku tanpa batas waktu”. Walupun Hak
Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain — kecuali dengan persetujuan
Pencipta atau persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal
dunia — suatu Ciptaan tidak boleh diubah — termasuk juga terhadap perubahan

judul dan anak judul Ciptaanm pencantuman dan perubahan atau nama

& - yide Ketentuan Pasal 31 ayat (13 huruf a UUHC 2002.
- Vide Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a UUHC 2002.
™ Vide Ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUHC 2002

- Vide Ketentuan Pasal 32 UUHC 2002

? Vide Ketentuan Pasal 33 huruf a UUHC 2002
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samaran Pencipta — mendapat perlindungan hukum yang berlaku selama
berlangsungnya jangka wakitu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan,
kecuali untuk pencantuman dan perubzhan nama atau nama samaran
Penciptanya, ™

Keenam”™, tanpa mengurangi Hak Cipta atas jangka waktu
perlindungan Hak Cipta vang dihifung sejak lahimya suvatu Cipiaan,
penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan vang dilindungi :
selama 50 (lima puluh) tahun atau selama hidup pencipta dan terus
berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia;
dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikuinya setelah Ciptaan tersebut
diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta
meninggal dunia.

Walaupun suatu ciptaan dihasilkan dengan berdasarkan kemampuan
pikiran, kecekatan, ketrampilan atau keahlian bahkan juga cukup banyak
mengeluarkan waktu dan biaya (namun tidak berdasarkan imajinasi dan
dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi), ada beberapa jenis
ciptaan yang tidak mendapat perlindungan hukum, yaitu :

(i) hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara ;

(if) peraturan perundang-undangan ;

(iii) pidato kenegaraan atau pidato Pejabat Pemeriniah ;
(1v) puiusan pengadilan dan penetapan hakim; atau

(v) keputusan badan arbifrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

™ yide Ketentuan Pasal 31 huruf b UUHC 2002
” Vide Ketentuan Pasal 34 UUHC 2002
" ide Ketentuan Pasal 13 UUHC 2002
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S. Hak Pencipta

Apabila memahami UUHC Indonesia maupun UUHC 2002 dan
beberapa peraturan perlindungan terhadap hak cipta serta hak-hak yang
terkait dengan hak cipta, maka esensi perlindungannya dikelompokkan ke
dalam 2 (dua) hal utama, yaitu : Pertama, perlindungan terhadap moral
pencipta atas karya ciptanya sehingga timbul moral rights atau hak moral
pencipta ; Kedua, perlindungan ekonomi atas karya cipta pencipta
sehingga timbul hak ekonomi atau economic rights kepada pencipta. Hak
ini diberikan untuk mengeksploitasi karya ciptanya sehingga memberi
manfaat ekonomn kepada pencipta dan keluarganya; dan Keriga,
perlindungan terhadap hak yang terkait dengan cipta atau lebih dikenal
dengan istilah neighboring rights.

Perlindungan hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta

itu jika digambarkan dalam suatu ragaan adalah sebagai berikut :
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7 MORAL RIGHTS (Pasal 24, 25 dan 26 UUHC 2002)

Hak Pencipta atau ahli warisnya menuntut nama Pencipta dicantumkan dalam
Ciptaannya (Pasal 24 ayat 1 JUHC 2002);

2. Suatu Cipiaan tidak boleh dinbah — termasuk perubahan judul dan anak judul
Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta —
walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain (Pasal 24 ayat 2 dan
3 UUHC 2002,

3. DPencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaan sesuai dengan
kepatutan dalam masyarakat (Pasal 24 ayat 4 UUTIC 2002),

4. Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh
ditiadakan atau diubah (Pasal 25 ayat 1 UUHC 2002);

5. Hak Cipla tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan tidak
diserahkan seluruh Hak Ciptanya (Pasal 26 ayat 1 UUHC 2002) ;

6. Hak Cipta yang dijual vntuk seluruh atan scbagian tidak dapat dijual untuk
kedua kalinya oleh penjual yang sama (Pasal 26 ayat 2 UUTHC 2002) ; dan

7. Perlindungan diberikan kepada pemberi yang lebih dahult memperoleh Hak
Cipta (Pasal 26 ayat 3 UUHC 2002).

-p ECONOMIC RIGHTS (Penjelasan Pasal 2 ayat 1, Pasal 26 ayat 2, dan Pasal 45 ayat

1 UUHC 2002).

1. Menerjemahkan ;

2. Mengadaptasi ;

3. Mengaransemen ;

4. Mengalihwujudkan ;

5. Menjual ;

6. Menyewakan ;

7. Meminjamkan ;

8. Mengimpor ;

9. Memamerkan ;

10. Mempertunjukkan kepada publik ;

11. Menyiarkan ;

12. Merekam ;

13. Mengomunikasikan kepada publik melalsi sarana apa pun ;

14. Menjual hak ciptanya satu kali saja ; dan

15. Memberi lisensi kepada pihak lain

1.

—» NEIGHBORING RIGHTS (Pasal 49 UUHC 2002)

Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain
vang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atan menyiarkan rekaman
suara dan / atau gambar pertunjukannya ;

Produser Rekaman Suara memiliki hak ekskiusif untuk memberikan izin atan
melarang pihak lain ymng tanpa persetujuannya memperbanyak dan / atau
menyewakan Karya Rekaman Suara miliknya; dan

Lembaga Penyiaran memiliki hak cksklusif untuk memberikan izin atau
melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan /
atan menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa
kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Gambar 2
Skema Hak Cipta dan Hak Terkait
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a. Hak Moral

Di dalam hukum perdata, hak moral (moral rights atan juga
disebut sebagai droit moral) adalah hak pencipta untuk menghormati
ciptaannya. Setiap penyalahgunaan terhadap hak moral i dapat
diadakan suatu tindakan. Pencipta memiliki banyak hal yang kekal dan
hak yang tidak dapat dicabut sehul:;ungan dengan ciptaannya, dan ini
kelihatannya termasuk hak untuk diberikan penghargaan; hak untuk
merubah ciptaan, dan barangkali hak untuk memaksa agar ciptaannya
dipelihara dengan keadaan baik ; hak eksklusif untuk memberi izin
untuk mengumumkan ; dan hak untuk menarik dan merevisi atau
memperbaiki ciptaannya. Hukum perdata tidak memiliki kaitan dengan
ciptaan, tetapi mengatur perlakuan masalah hak eckonomi yang
ditawarkan.

Teks Konvensi Bern yang ditandatangani di Roma tahun 1928
mencoba mengatur masalah hak moral dalam 2 hal, yaitu paternity
right dan integrity. Di dalam teks yang ditandatangani di Brussels
tahun 1948 diatur juga mengenai perbuatan yang merusak, memotong-
motong atau memodifikasi sehingga merusak reputasi ciptaannya.
Pada Stockholm teks yang ditandatangani tahun 1967 dijamin bahwa
hak moral akan berlangsung paling tidak sampai dengan daluwarsanya
hak ekonomu.

Definisi hak moral merujuk pada hak pencipta untuk melindungi

reputasi dan integritas ciptaannya dari penyalahgunaan dan
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penyelewengan. Hak moral bersifat personal dan berbeda dengan
hukum hak cipta. Hak moral ini dijamin sepanjang perlindungan hak
cipta. Hak moral adalah bentuk hak cipta yang non ekonomi. Setelah
pencipta menjual hak ciptanya ia akan menerima dua hak yang spesifik
yvang tidak dapat dihapus atau dijual, yaitu perfama, hak untuk
dicantumkan namanya pada ciptaan bersangkutan, dan kedua, hak dan
tujuan setiap perlakuan terhadap ciptaan bahwa setiap tindakan yang
merugikan atau berakibat merugikan kehormatan dan reputasi artis.
Hak moral yang demikian itu dikenal denéan attribution and integrity
— rights.

Konvensi Bern mendefinisikan hak moral sebagai hak pencipta
untuk mencantumkan dan keutuhan terhadap ciptaannya. Hak ini harus
dibedakan terhadap hak ekonomi sehubungan dengan perlindungan
hak cipta. Perlindungan hak moral adalah perlindungan penamaan
pencipta untuk keperluan dan harapan bahwa ciptaan yang telah
diciptakannya tidak akan diubah tanpa persetujuannya. Keberadaan
hak moral dapat dibagi ke dalam dua kelompok, vaitu : (1) artribution
right, yang berfjuan untuk meyakinkan nama pencipta dicantumkan
di dalam ciptaannya, dan (2) infegrity rights, vang bertujuan untuk
melindungi ciptaan pencipta dari penyimpangan, pemenggalan atau
pengubahan yang merusak integritas pencipta.

Hak moral pencipta ini diatur di dalam Pasal 6 Konvensi Bem

vang menentukan, bahwa :
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(1) Kebebasan hak ekonomi pencipta dan segera setelah pengalihan
hak bersangkutan, pencipta akan memiliki hak untuk mengklaim
kepengarangan ciptaan dan hak untuk sefiap tujuan penyimpangan,
pemenggalan, perubahan lain dan atau tindakan yang menghina
berkaitan dengan ciptaan yang dapat merugikan kehormatan atau
nama baiknya ;

(2) Hak sebagaimana diatur dalam ayat terdahulu akan dijamin kepada
pencipta setelah ia menmggal dunia, berlangsung terus, sampai
pada berakhirnya hak ekonomi, dan kemungkinan akan digunakan
oleh seseorang atau suatu badan yang diizinkan oleh peraturan
perundang-undangan negara dimana perlindungan dituntut.
Walaupun negara yang memiliki peraturan perundang-undangan itu
pada saat ratifikasinya dana atau penambahan terhadap Undang-
undang ini tidak mengatur perlindungan setelah meninggalnya
pencipta semua hak muncul di dalam ayat terdahulu dapat
dipertahankan; dan

(3) Tujuan dari ganti rugi untuk melindungi atau menjaga hak yang
dijamin oleh Pasal ini akan diatur dengan peraturan perundang-

undangan negara dimana perlindungan dituntut.”

7 Article 6 bis Berne Convention. Berne Convention for the Protection of Literary and
Artistic Works (of September 9, 1886, completed at Paris on May 4, 1896, revised at Berlin on
November 13, 1908, completed at Berne on March 20, 1914, resived at Rome on June 2, 1928, at
Brussles on June 26, 1948, at Stockholm on July 14, 1967, and at Paris on Juli 24, 1971, and
amended on October 2, 1979) telah diratifikasi olch Pemerintah Indonesia dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the
Protection of Literary and Artistic Works, ditetapkan, diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal
7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 35 Tahun 1997,
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Hak moral pencipta semula diatur di dalam Pasal 24 UUHC
1997 saja, namun dalam perkembangan selanjutnya yaitu di dalam
UUHC 2002 hak moral tersebut selain diatur di dalam bagian
tersendiri, yaitu Bagian Ketujuh tentang Hak Moral dalam Bab II dari
Pasal 24 sampai dengan Pasal 26, dimana pasal-pasal tambahan
tersebut menurut hemat penulis malah mengaburkan makna hak moral
pencipta itu sendiri.

Pasal 24 UUEIC 2002 menentukan, bahwa :
Ayat (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak
Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya ;
Ayat (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya
telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan
Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta
telah meninggal dunia;
Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga
terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan
perubahan nama atau nama samaran Pencipta ; dan
Ayat (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada
Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
Kemudian di dalam Pasal 25 ditentukan, bahwa
Ayat (1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak

Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah ; dan
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Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25 UUHC 2002 ini menurut hemat penulis bukan sebagai
hak moral pencipta, tetapi merupakan suatu alat agra karya ciptanya
tidak dibajak oleh pihak lain. Dan Pasal 26 juga bukan merupakan hak
moral pencipta, tetapi sebagai hak ekonomi dari pencipta. Pasal 26 itu
menentukan, bahwa : (1) Hak Cipta atas suatu hasil Ciptaan tetap
berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak
diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu; (2) Hak cipta yang
dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk keduoa
kalinya oleh penjual yang sama ; dan (3) Dalam hal timbul sengketa
antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan,
perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh
Hak Cipta itu.

Pada dasarnya hak moral pencipta itu adalah tindakan yang
berkaitan dengan perubahan ciptaan yang menghina dan dapat
merugikan kehormatan atau nama baik si pencipta. Keberadaan hak
moral dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu : (1) attribution
right, yang bertujuan untuk meyakinkan nama pencipta dicantumkan
di dalam ciptaannya ; dan (2) integrity right, yang bertujuan untuk
melindungi ciptaan pencipta dari penyimpangan, pemenggalan atau
pengubahan yang merusak integritas pencipta. Oleh sebab itu bagi

yang melanggar hak moral pencipta sanksinya adalah sanksi moral,
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sedangkan bagi yang melanggar hak ekonomi pencipta saksinya adalah

denda atau pidana.

. Hak Ekonomi Pencipta

Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta
untuk mendapatkan keuntuingan atas ciptaannya. Hak Ekonomi ini
pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik
terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap
jenis hak ekonomi térsebut. Secara umum setiap negara minimal
mengenal, dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak :

1. Hak reproduksi atau penggandaan (reproduction right),
2. Hak adaptasi (adaptation right),

3. Hak distribusi (distribution right),

4. Hak pertunjukan (public performance right)

5. Hak penyiaran (broadcasting right)

6. Hak program kabel (cabelcasting right)

7. Droit de Suite

8. Hak pinjam masyarakat (public lending right)

Apabila memahami pasal-pasal yang ada di dalam UUHC 2002,
maka pencipta memiliki hak ecksklusive (eksklusive rights) yang
tersebar di dalam Pasal 2, Pasal 26, dan Pasal 45. Pasal 2 UUHC 2002
menentukan, bahwa : (1) Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta

maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak
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ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan vang
berlaku ; dan (2) Péncipta dan / atau Penerima Hak Cipta atas karya
film dan program komputer memiliki hak untuk memberi izin atau
melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan
tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 26 UUHC 2002 menentukan Bahwa : (1) Hak Cipta atas
suatu hasil Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada
pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta
itu ; (2) Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat
dijual untuk kedua kalinya untuk pénjual yang sama ; dan (3} Dalam
hal timbul sengketa antara bebepara pembeli Hak Cipta yang sama atas
suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih
dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Dan Pasal 45 ayat (1) UUHC 2002 menentukan bahwa :
Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain
berdasarkan surat pernjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUHC.
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Adapun yang dimaksud “Pemegang Hak Cipta”, disamping
pencipta sendiri juga orang atau korporasi’® lain yang menerima lebih
lanjut dari pencipta.

Pemegang Hak Cipta ini dimungkinkan adanya pemegang hak
cipta lebih lanjut yang menerima hak cipta dari Pemegang Hak Cipta
sebelumnya. Dengan demikian hak pencipia berdasarkan Penjelasan
Pasal 2 ayat (1) adalah hak untuk : (i) menerjemahkan; (ii)
mengadaptast ; (iii) mengaransemen ; (iv) mengalihwujudkan ; (v)
menjual ; (vi) menyewakan ; (vii) meminjamkan ; (viil) mengimpor ;
(ix) memamerkan ; (x) mempertunjukkan kepada publik ; (xi)
menyiarkan ; (xii) merekam ; (xiii) mengomunikasikan kepada publik
melalui sarana apapun ; (xiv) menjual hak ciptanya satu kali saja (vide
Pasal 26 ayat 2) ; dan (xv) memberi lisensi kepada pihak lain (vide
Pasal 45 ayat 1).

Tidak semua hak pencipta tersebut dibahas satu persatu, hanya
hal-hal tertentu yang diuraikan, yaitu perihal hak untuk hak untuk
mengumumkan, memperbanyak, mengalihwujudkan ; menjual ; dan

memberi lisensi.

" Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang tergorganisasi baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disahkan,
diundangkan, dan mulai berlakn pada tanggal 16 Agustus 1999 melalui Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomeor 140, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 3874, Undang-undang ini menghapus berlakunya
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958).
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() Hak Untuk Mengumumkan Ciptaan

Adapun arti kata “mengumumkan” itu sendiri yang semula
adalah “pembacaan, penyuaraan, penyiaran atau penyebaran
sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan
cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca,
didengar atau dilihat oleh orang lain™ (vide Pasal 1 huruf ¢ UUHC
1982).

Namun dalam perkembangannya art: kata “pengumuman” itu
berubah menjadi : “pembacaan, penyiaran, pameran, pemjualan,
pengedaran, atau penyebaran sesuatu Ciptaan, dengan
menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau
melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat
dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain™ (vide Pasal 1 angka 5
UUHC 2002). Sedangkan arti kata “perbanyakan” adalah
“menambah jumlah sesuatu ciptaan, dengan pembuatan yang
sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan
mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama,
termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan™ (vide Pasal 1 angka
6 UUHC 2002).

Rumusan “pengumuman” pada Pasal 1 huruf ¢ UUHC 1982
itu menurut hemat penulis lebih bagus daripada rumusan Pasal 1
angka 5 UUHC 2002, walaupun di dalam rumusan Pasal 1 huruf ¢

UUHC 1982 itu sendini masih perfu penambahan sehingga
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menjadi lebih sempuma, misalnya dengan menambah dengan kata
“penempelan pada tempat tertentu” untuk memberi makna kata
“dapat dibaca”, serta menambahkan kata “diperoleh” sebelum
kalimat untuk memberi maksud dari kata “penyebaran”. Sehingga
terminologi “pengumuman” berbunyi . “pengumuman adalah
penempelan pada fempat tertentu, pembacaan, penyuaraan,
penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan dengan menggunakan
alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu
ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat dan diperoleh oleh orang
fain”.

Dengan mengacu pada “pengumuman” ada beberapa cara
pengumuman ciptaan, yaitu :

(1) pengumuman ciptaan melalui penyiaran sehingga ciptaan
hanya dapat didengar saja oleh orang lain,

(2) pengumuman ciptaan melalui media penyiaran sehingga
ciptaan dapat didengar dan dilihat oleh orang lain (biasanya
dilakukan oleh siaran televisi);

(3) pengumuman ciptaan melalui media cetak sehingga ciptaan
bersangkutan bisa dibaca oleh orang lain (banyak dilakukan
melalui media cetak misalnya, koran, majalah, terbitan
berkala atau bahkan saat ini dikenal dengan media komputer

melahui internet) ;
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{4) pengumuman ciptaan secara langsung atau live, vaitu
pertunjukan langsung kepada penonton yang dapat juga
disertai dengan siaran langsung melalui media elektronik
seperti misalnya siaran televisi atau siaran radio, sehingga
ciptaan bersangkutan bisa didengar dan dilihat bahkan bisa
dibaca jika ada teksnya; dan

(5) pengumuman ciptaan dengan menempelkan pada tempat
tertentu sehingga ciptaan bersangkutan bisa dilihat dan dibaca
oleh orang lain (misainya dilakukan dengan baliho atau

tempat pengumuman lainnya).

(i) Hak untuk Memperbanyak Ciptaan

Memperbanyak ciptaan atau  perbanyakan  adalah
“penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan
maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan
bahan-bahan vang sama ataupun tidak sama, termasuk
mengalihwujudkan secara permanen atau temporer”.

Sedangkan mengalih-wujudkan merupakan salah satu hak
eksklusif yang diakui oleh UUHC Indonesia maupun UUHC 2002,
namun UUHC Indonesia maupun UUHC 2002 tersebut tidak
memberi definisi yang jelas mengenai istilah “mengalih-
wujudkan™ 1tu. Beberapa catatan penulis menunjukkan, bahwa

vang dimaksud dengan pengertian mengalih-wujudkan itu adalah
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mentransformasikan atau mengadaptasi suatu ciptaan yang sudah
ada ke dalam bentuk karya cipta baru seperti misalnya karya cipta
patung dijadikan lukisan atau sebaliknya ; karva cipta buku cerita
roman dijadikan karya cipta film roman, karya cipta sastra drama
bisa dijadikan ciptaan drama radio, televisi, atau film; dan karya
cipta buku yang ditulis dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke
dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian ruang lingkup hak
mengalih-wujudkan atau meniransformasikan atau mengadaptasi
suatu ciptaan ke dalam bentuk karya ciptaan baru ini

memungkinkan timbulnya hak cipta baru.

(iii) Hak Untuk Menjual Hak Cipta
Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa pencipta berhak
menjual hak ciptanya balik sebagian atau seluruhnya untuk satu
kali saja. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak
dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama. Dalam
hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang
sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli

yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

(iv) Hak Untuk Memberi Lisensi Kepada Pihak Lain
Pencipta atan Pemegang Hak Cipta berhak memberikan

Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi
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untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi meliputi
semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
berlangsung selama_ jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku
untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Kecuali
diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan lisensi disertai dengan
kewajiban pemberian royalty kepada Pemegang Hak Cipta oleh
penerima lisensi. Jumlah royalty yang wajib dibayarkan kepada
Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada
kesepakatan organisasi profesi.

Kecuali jika diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap
boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak
ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang
dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian
Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan
usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Agar dapat mempunyai akibat hukum
terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di
Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan
perjanjian Lisensi yang memuat keientuan yang dapat

menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia
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atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha
tidak sehat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian

Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

¢. Hak Terkait

Perthal hak terkait atau neighboring rights semula menjadi
perdebatan antara para pakar Hak kekayaan intelektual. Di satu pihak
neighboring rights bukan merupakan bidang pengaturan Undang-
undang Hak Cipta, tetapi di lain pihak berpendapat bahwa itu
merupakan bidang pengaturan Undang-undang Hak Cipta, walaupun
Neighboring Rights” merupakan ciptaan baru — yang berupa hak
pertunjukan artis, hak rekaman suara dan/atau gambar produser
rekaman suara, dan hak siaran radio atau televisi — vang diciptakan
berdasarkan ciptaan yang sudah ada, maka untuk keefisienan
pengaturannya, tidak ada salahnya jika masalah neighboring rights
diatur di dalam Undang-undang Hak Cipta.

Masalah neighboring rights ini diatur oleh UUHC 2002 di
dalam Bab VII Hak Terkait, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 (semula
diatur di dalam UUHC 1997 Bab VIB Hak-hak yang Berkaitan

Dengan Hak Cipta, Pasal 43C).

” tak Terkait adalah hak vang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi
Pelaku untuk memperbanyask atau menyiapkan pertunjukannya ; bagi Produser Rekaman Suara
untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya ; dan bagi
Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya (vide Pasal
1 angka 9 UGHC 2002).
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B. EKSISTENSI BATIK DAN KETERKAITANNYA DENGAN HAK
CIPTA
1. Eksistensi Karya Cipta Batik di Pekalongan

a. Pengertian Batik

Sampai kini asal usul batik sulit diketahui, dan oleh pakar / ahli
kebudayaan masih dijadikan bahan kajian serta perdebatan, antara lain :
GR. Roffar, yang berpendapat bahwa batik berasal dari daerah India
selatan yang dibawa masuk ke Indonesia oleh orang Kalingga dan
Koromandel. Sedangkan JRA Brandes berpendapat bahwa bangsa
Indonesia sebelum pengaruh India masuk sudah memiliki unsur budaya
asli, satu diantaranya batik.

Kata batik berasal dari kata “tik™ yang berarti kecil. Dengan
mendapat awalan “ambatik™ atau yang kemudian menjadi batik dapat
diartikan menulis (bahasa Jawa nyerat), menggambar serta rumit atau
kecit-kecil. *

Dari pengertian tersebut, memperlihatkan bahwa kerajinan batik
vang mula-mula dikenal adalah batik tulis. Kata “batik tulis™ ‘—[ermasuk
kata benda yang berarti suatu kain beragam hias yang dibuat dengan
cara menuliskan simbol-simbol visual di atas kain. Menuliskan dapat
diartikan sebagai menggambarkan (simbol visual). Menulis, dalam
bahasa Jawa, disebut “anulis™ (kata kerja), yang berasal dari kata tulis

yang mendapat awalan “an”, yang berarti menyusun rangkaian garis

¥ Hasanudin, Batik Pesisiran,Melacak Pengaruh Etos Dapang Santri pada ragam hias batik,
PT. Kiblat Buku Utama, Bandung, 2001. hal 160.
¥ bid. hal 162
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dan membentuk huruf dan kata Menggambar dapat diasosiasikan
dengan anulis karena tapak yang digambarkan analog dengan rangkaian
garis. Namun, yang dirangkai pada gambar adalah simbol-simbol visual
(ragam hias). Jadi pengertian batik tulis adalah ragam hias yang dibuat
dengan cara menapakkan alat gambar di atas kain. Alat gambamya
dapat berupa kalam, bilah, canting, tonyok, kuas dan sebagainya.
Penulisan atau penggambaran batik langsung dikendalikan oleh tangan.
Karena itu, batik tulis merupakan hasil kerajinan tfangan, sebab faktor
keterampilan menulis atau menggambar tergantung pada keterampilan
tangan.**

Ciri batik tulis dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain alat
(canting), bahan, proses dan keterampilan pengrajin. Ciri yang sangat
menonjol pada batik adalah dominannya titik dan garis, Garis dan titik
adalah akibat logis dari tapak canting yang dipakai. Banyaknya seri
canting memungkinkan pembatik mendapatkan bermacam-macam
ukuran tittk dan garis. Ukuran garis pada isen-isen lebih kecil
dibandingkan dengan ukuran garis untuk klowongan (garis batas
pola). -
Tapak canting yang dapat meresapkan malam ke dalam serat
akan menghasilkan tapak yang tajam, terutama apabila kain yang
dipakai memiliki tetal yang rapat, benang yang seragam, dan daya

serap yang tinggi. Tetapi sebelumnya kain bulu harus dibakar dahulu.

%2 Thid. hal. 169
5 Ihid, hal. 174
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Permukaan kain yang demikian adalah rata dan halus. Kain yang
memenuhi syarat tersebut akan menunjang dihasilkannya penampilan
tapak vang tajam.

Sebagai alat tulis (membatik) canting dapat menghasilkan garis
yvang kontinu dan dengan ketebalan dan serapan seragam, karena
canting menuliki penampung malam yang cukup untuk dapat dialirkan
secara kontinu. Faktor pengalaman menunjang dihasilkannya sebuah
garis kontinu yang baik. Pengalaman juga dapat meningkatkan
keterampilan membatik terusan (bolak-balik). Dengan keterampilan
yang tinggi, bidang terusan dapat dikerjakan secara tepat.

Pada batik tulis, kita sukar menjumpai pola ulang yang
dikerjakan secara persis sama. Kita pasti akan menemukan perbedaan,
misalnya jumlah titik, atau lengkungan garis. Kekurangan ini
merupakan kelebihan dari hasil pekerjaan tangan. Pada proses
pembatikan, sering terjadi gerakan-gerakan spontan, tanpa dihitung
atau dipertimbangkan secara rinci sebelumnya.

Batik tulis sukar dibuat secara massal dan dengan standard
ketepatan yang sama. Faktor manusia berperan sangat besar. Tidak ada
manusia yang sama, sehingga apabila batik dikerjakan oleh banyak
orang, maka akan terjadi perbedaan-perbedaan sekalipun sudah
dilakukan penyunggingan sebelumnya. Usaha untuk mendekati
kesamaan dilakukan dengan melakukan spesialisasi. Misalnya untuk

membatik 1sen-isen, klowongan, popokan, dodosan dan tonyok masing-
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masing diserahkan kepada orang tertentu. Meskipun demikian, tetap
ada peluang perbedaan, misalnya pada ketebalan, tarikan garis atau
runtutan titik. Apalagi kalau dihubungkan dengan lamanya proses
pembatikan, peluang untuk terjadinya perbedaan akan lebih nyata.
Sebab, pembuatan batik, sedikit banyak, terpengaruh oleh cuaca
terhadap malam.*

Dalam perkembangannya, muncul teknik cap dalam pembuatan
batik. Temuan batik cap berpengaruh positif pada efisiensi proses
produksi. Sebatang cap merupakan himpunan ragam hias yang terdiri
atas garis dan titik serta bidang lelehan malam. Pembuatan ragam hias
itu memakan waktu relatif lama apabila dilakukan dengan teknik
canting (tulis). Cap berfungsi untuk memperpendek jangka waktu
penyelesaian ragam hias batik.

Pengucapan mendorong pelipat gandaan hasil batik secara
menakjubkan. Pengucapan meningkatkan kuantitas produksi dan
pendapatan pengusaha. Pada gilirannya, pendapatan tukang cap batik
juga akan bertambah.

Cap